" BABI
? ‘ PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara yang dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah

termasuk bahan galian (tambang). Bahan galian (tambang) tersebut yaitu emas, perak,

tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, dan lain-lain. Bahan galian (tambang) itu

dikuasai oleh negara dan dalam hal ini hak penguasaan oleh negara berisi wewenang
untuk mengatuf, mengurus dan mengawaéi pengelolahan atau pengusahaan bahan galian
serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,

s "dengan demxklan penguasaan oleh negara dlse]enggarakan oleh pemermtah I

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat’ (3) menyebutkan “Bum1 dan air. dan.
-kekayaan alam yang terkandung di dalamnya d1kuasa1 oleh negara dan dlpergunakan |
’u_ntuk sebesar-besar kemakmuran'rakyat”, mengenai rumusan diatas kata-kata “dikuasai
.(.)161-1 _-negar-a” 'merupakan dasar'.t.)agi konsep Hak Pengua~saar'11Negz.ira (HPN)?‘ H-ak-v
penguasaan Negara ini lebih mendalam disebutkéri didalam Pasal 2 ayat (2) Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mana
: disebutkan bahwa hak menguasai dari Negara memberi wewenang untuk:’

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaa-m dan

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang

dengan bumi, air dan ruang angkasa,

! Sallm HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, him.1.
Adnan Sutedi, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.123-124.
Supardl Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 59
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¢. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
da;n perbuatan-pérbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan (Sumsel) selama ini di kenal sebagai
daerah penghasil batubara yang diproduksi BUMN PT Bukit Asam (PTBA) Tbk, namun
sejak tahun 2010 perkébunan karet rakyat di Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul,
kini berubah menjadi area tambang batubara tradisional. Berdasarkan pemantauan
Kompas di lokasi tambang batubara tradisional Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul,
Muara Enim, Sumatra Selatan, Kamis (13/10), ada setidaknya lebih dari 3000 (tiga ribu)
'orang penambang batubara yang dinilai tidak memiliki izin oleh Pemerintah Kabupaten

. Muara Emm dan Jumlahnya terus bertambah dlkarenakan setelah menekum usaha galxan )

'-'batubara kesejahteraan para penambang kian -membaik. Akthltas gallan tambang.

jbatubara tersebut tersebar dlbanyak loka51 yang.menghasﬂkan sekltar 200 (dua ratus)
lubang gahan pada kedalaman 5- 15 (llma sampai dengan lima belas) meter, setelah -
-ﬁengambll dan _mengem_as batu bara ke dalam karung, para penambang langgung
mengangkﬁt ke trﬁk—truk yang telah mer.lunggu di'sepanjarigjalan desa itu.*

Para pelaku penambangan batubara tanpa izin ini ternyata tidak saja warga berasal
dari daerah kabupaten Muara Enim tetapi terus berkembang, seperti warga Provinsi
Lampung, Serang Banten dan dari beberapa daerah lainnya di Pulau Jawa. Maraknya
penambangan batubara tanpa izin tersebut mendapat perhatian serius dari Bupati Muara
Enim, Muzakir Sai Sohar. Bupati mengungkapkan, kegiatan penambangan batubara tanpa
izin ini sudah sangat mengancatﬁ dan aksi dari penambangan batubara tanpa izin tersebut

memberikan dampak sangat buruk terutama merusak lingkungan serta mengganggu '

* http:/Nlipsus. kompas.com/gebrakan-jokowi-basuki/read/xml/201 1/10/14/02462946/ kebun karet. Tergusur,
Diakses pada tanggal 22 November 2013. :




Tl kenyaman masyarakat pengguna jalan lain karena adanya angkutan batubara di jalan
umum. Tambang batubara‘rakyat ini di satu sisi tidak memiliki landasan hukum, di sisi
lain nasib pekerja harus menjadi perhatian, sebeab jika dilakukan penutupan bisa memicu
gejolak sosial bagi para penambang.’

Kegiatan usaha penambangan dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan pidana
sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
menyatakan bahwa:®

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha

Pertambangan (up), Izm Pertambangan Rakyat (IPR) Izm Usaha: Pertambangan-
% R .Khusus (IUPK) sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3) Pasal-- ' ‘ .. _.
' - - | .48 Pasal 67 ayat ( 1) Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dlpldana penjara paling lama
o 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.00(_),00 '( sepuluh
miliar ruplah ). » | | |
i | ' Berdasarkan Pasal 158 Undang- undang Republxk Indonesia Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diatas, menyatakan bahwa melarang setiap
orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin
Pertarhbangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sebagaimana
dalam pasal-pasal dijabarkan sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara Pasal 37 menyebutkan kegiatan usaha penambangan dapat

dilaksanakan setelah diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh:

3 http:/fwww.republika.co.id/berita/nasional/nusantara-nasional/12/05/31/m4v2iu-muara-enim-marak-
Qenambang-har, Diakses pada tanggal 23 November 2013.
¢ Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, him.121.
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a. Bupati atau Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)

berada di dalém satu wilayah kabupaten atau kota;

b. Gubernur apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada pada lintas
wilayah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan
rekomendasi dari Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

c. Menteri apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada pada
lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur
dan Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan

,perundang-undangan

- 'Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mmeral dan.-.

S ABatubara Pasal 40 ayat 3 menyebutkan pemagang Izin Usaha Pertambangan

yang bermaksud V_mengusahakan mineral lain sebagalmana ~d1maksud pada

-pasal 40 ayat 2 ~wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan

(IUP) baru kepada Menterl Gubernur, dan Bupatl atau Walikota sesuai dengan

kewenangannya

. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara Pasal 48 menyebutkan izin Usaha Pertambangan (IUP) Oprasi

Produksi diberikan oleh:

a. Bupati atau Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan
f)emumian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah .kabupaten atau

kota;




b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengo!ahan dan pemurnian,
serta pelabﬁﬁan berada setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau
- Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian,
serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah
rhendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati atau Walikota

setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pextambangan Mineral dan
"Batubara ‘Pasal 67 ayat 1 menyebutkan usaha pertambangan rakyat: dapat“ s
"dllaksanakan blla telah ada Izm Pertambangan Rakyat (IPR) Yang berhak_

"memberlkan Izm Pertambangan Rakyat (IPR) adalah “Bupatl atau Wallkota

E .'memberlka'n Izin Pertambangan Rakyat (IPR) terutama kepada penduduk

setempat balk perseorangan maupun kelompok masyarakat dan atau kopera31

. Undang -undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara Pasal 74 ayat 1 menyebutkan pemberian izin dalam bentuk Izin
Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diberikan oleh Menteri dengan
memperhatikan kepentingan daerah atau dalam Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 74 ayat 5
menyebﬁtkan bahwa Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat 2 dapat menyatakan tidak berminat

untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
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Untuk menggali bahan tambang itu sendiri telah diatur hak masyarakat untuk
melakukan pertambangan nada sebidang tanah atau bebatuan yang telah ditentukan dan
kewajiban penambang kepada negara. Dalam hal ini, H. Salim HS mengartikan, “Hukum
Pertambangan adalah keseluruhan kaedah hukum yang mengatur kewenangan Negara
dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan antar Negara dengan
orang dan badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.’

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, hukum pidana secara ideal menjamin
ketertiban dengan memuat ketentuan larangan terhadap perbuatan-perbuatan mana yang

tidak boleh dilakukan yang dapat diancam dengan hukuman atas pelanggaran larangan

' tersebut dan mengatur pertanggung ~|awaban hukum pldana ‘atau 51apa yang dapat_ R
- dlhukum serta menentukan hukum apa yang dapat dljatuhkan terhadap orang yang
Amelakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang—undang Dalam penegakan '
‘hukum yang dilakukan oleh- Pemkab Muara Emm dan petugas gabungan darl 1nstan31 :
 terkait, langkah persuasnp telah dllakukan sepertl sosnalnsasx UU. Mlnerba kepada

' ‘masyarakat yang melakukan penambangan dan himbauan kepada pekerja tambang

maupun pemilik lahan yang dijadikan areal tambang agar tidak lagi melakukan kegiatan
penambangan. Namun itu semua belum menimbulkan efek jera dan aksi penambangan
tersebut di tahun 2013 masih terjadi. Dari sumber data yang penulis peroleh, dapat dilihat
secara jelas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan batubara
tanpa izin di Kabupaten Muara Enim belum optimal dan efektif seperti yang diharapkan,

karena aksi penambangan batubara tanpa izin ini diduga dibekingi oknum aparat penegak

hukum itu sendiri dan kegiatan penambangan batubara tanpa izin ini semakin merajalela .

Sallm HS, Op. Cit., him.8.
Bambang Waluyo, Ptdana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.6-7.




akibat tidak ada ketegasan aparat kepolisian maupun instansi terkait dalam memberantas

penambangan batubara tanpa izin ini.’

Penambangan batu bara tanpa izin, merupakan masalah yang cukup serius dan harus

ditangani secara serius juga, agar aktivitas yang terjadi dapat berkurang sehingga

pencemaran terhadap lingkungan hidup juga tidak terjadi lagi dan lingkungan yang ada

dapat tertata dengan baik.'® Berdasakan uraian di atas, maka peneliti akan membahas
p g p

penelitian ini tentantang “ Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang

Perizinan Pertambangan (Jllegal Mining) di Muara Enim”.

B." Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan

batubara tanpa izin di wilayah Kabupaten Muara Enim?

® Palembang Pos, Tambang llegal Dibekingi Aparat, Edisi Senin, Tanggal 2 Desember 2013, hlm. 13.
) to http://mediaprabumulibh.com/2013/1 1/09/pemkab-muara-enim-menyerah-atasi-penambangan-batubara-
liar, Diakses pada tanggal 4 Desember 2013.




2. Kendala-kendala apakah yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap
pelaku tindak pidana penambangan batubara tanpa izin di wilayah Kabupaten Muara

Enim?

C. Ruang Lingkup Penelitian
Mengingat kegiatan usaha penambangan batubara tanpa izin ini merupakan bidang kajian
yang mempunyai cakupan yang cukup luas dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman
penulis, agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan dan judul, maka

penelitian ini dibatasi pada tindak pidana penambangan batubara tanpa izin yang peraturan
Pertambangan Mmeral dan Batubara

D. Urgensi Penilitian
Urgensx penehtlan ini dldasarkan pada perlunya menelaah tentang usaha pengawasan
terhadap tindak pidana penambangan batubara tanpa izin yang peraturan perundang-

|
| undanganya terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara.

- perundang-undanganya terdapat pada Undang-Undang "Nomor 4 - Tahun 2009 tentangA o
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BABII
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penambangan Batubara
1. Pengertian Tindak Pidana Penambagan Batubara

Pembahasan terhadap masalah tindak pidana penambangan batubara, tidak
terlepas dari masalah pokok yang menjadi titik utama perhatiannya yaitu masalah tindak
pidana.v Istilah - tindak pidaqa berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana
Belanda yaitu Strafbaar feit.! Penggunaan istilah strafbaar feit yang merupakan istilah
-_ .asli. bahasa -_Belandg yang;diterjgmalikan kedalam '_bahasé' Indonesia dengan berbagai- .-
. peﬁgé:rtiari di vant-ara,riya,v yai.itﬁ:ti.r{d-ak pidaﬁa, délil_{ pérb;latan 'pidaﬁ'a,_ périsfiwa pidaﬁa,
1:r.nz':1u-pun_r perrbuatan'r. yaﬁg dapat ;iipitdanéﬁ..-.jDzilém prak't_(;k_;_ péra <saxjér'1a. didalar-'nf
rﬁembeﬁkan deﬁniéi strafbaar feit atau tindak pidana bérb_g:da—beda,_ seﬁingéa perkataan

. ‘tir‘ldak pidgﬁa mempunyai banyak arti.? ' |
'Men’urut Lamintang dalam bukuﬂya Dasar-Dasar Hukum Pidana -Indonesia,
berpendapat bahwa pembentukan undang-undang kita telah menggunakan perkataan
“strquaar feif” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “Tindak Pidana” di
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan
mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “strafbaar feif” tersebut.
Perkataan “feif” itu senderi didalam bahasa belanda berarti “sebagian dari suatu

kenyataan” atau “een gedeelte wan de wekelijkheid”, sedangkan “strafbaar” berarti

atr St e

! Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, him. 67.
2 Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, CV.Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.

160.
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“dapat dihukum”, hinga secara harafiah perkataan “strafbaar feit” itu dapat
diterjemahkan sebagai “seb;clgian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.’

Moeljatno dalam berbagai tulisannya pernah pula mengatakan bahwa “perbuatan
pidana” itu dapat disamakan dengan criminal act. Jadi berbeda dengan strafbaar feit yang
meliputi pula pertanggung jawaban pidana. Criminal act menurutnya berarti kelakuan
dan akibat, yang disebut juga actus reus.* Menurut Moeljatno istilah tindak pidana dapat
diartikan dengan istilah perbuatan pidana. “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.5

Selanjutnya Moeljatno juga menegaskan bahwa perbuatan pldana harus dlbedakan ’

| _dengan tegas dapat dlpldananya suatu perbuatan dengan dapat dlpldananya orang
Pandangan Moeljatno ini menunjukkan adanya pemlsahan/ pembedaan antara pengertlan

perbuatan  pidana (criminal _act)" dan pertanggungjawaban .pidar}a' (criminal

respbnsibility).‘ Oleh karena itu, penger'tian pefbuatan’ pidahé ~tidak _meliputi.

pertanggungfawabari pidana, sehingga pandangan ini disebut juga pandangan dualistis
sebagai penyimpangan dari pandangan yang oleh Moeljatno disebut sebagai pandangan
yang monistis yang dianggapnya sudah kuno.® Pada uraian yang telah dikemukakan di
atas, maka perlu disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu

perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap larangan maupun

*P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung: 2011, him. '

181.
*HM. Rasyid Ariman, Kejahatan Tertentu dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam
Kodifi kast), Palembang: Unsri, 2008, him. 4.
Moeljatno Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, him. 59.
$ H.M. Rasyid Ariman, Op. Cit.,him. 5.
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mengabaikan kewajiban, perbuatan itu diancam dengan hukuman berdasarkan undang-
undang dan adanya kemarﬁpuan bertanggungjawab.”

Pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Penambagan batubara tanpa izin
dirumuskan didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara, Yang dimaksud dengan “Penamb'angan”8 adalah bagian kegiatan
usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral
ikutannya. Sementara itu, “Batubara™ didefinisikan sebagai endapan senyawa organik
karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana telah
diketahui bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam

yang terkandung dldalamnya termasuk” tambang Berdasarkan hal tersebut setlap orang .

. 'yang akan melakukan keglatan pertambangan aturan mamnya Wa_]lb memmta izin terleblh ‘

dahulu darl Negara/pemermtah Apablla terjadi kegiatan penambangan pelakunya tldak

memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pldana yang dlatur dalam Pasal 158

‘ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang: |

berbunyl, >setiap orang ‘yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha
Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus
(IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat
(1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara péling lama 10 (sepuluh) tahun dan

denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 ( sepuluh miliar rupiah )’*.!°

7
Ibtd him..6.
Llhat Pasal | ayat (18) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.
® Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.
'° Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, Jakarta: Rineka
cipta, 2012, him. 248.
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Berkenaan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral daﬁ Batubara telah ditentukan lima pasal yang dilanggar oleh
orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin. Kelima Pasal itu, meliputi :"!

a. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang kewenangan
pejabat dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pejabat yang diberikan
kewenangan untuk menerbitkan IUP, yaitu:

1) Bupati atau Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambarigan (WIUP)

berada di dalam satu wilayah kabupaten atau kota;
- 2) - Gubernur apabila -Wiléyah Izin’ Usaha ‘I;ertamb‘ang'an berak'iaih pada’ lintas-_ .
»_'.w1layah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) provms1 setelah mendapatkan'.
-. rekomendasi dari Bupatl atau Wallkota setempat sesﬁal dengan keteﬁtuaﬁ
| peraturan perundang undangan dan ) 7
3) Menten apabxla Wllayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada pada lmtas _
| w11ayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan Bupati
atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
b. Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengafur tentang kewajiban
pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang akan mengusahakan mineral lain,
selain yang telah ditentukan dalgm IUPnya. Pemegang Izin Usaha Penémbangan

(IUP) yang ingin mengusahakan mineral lainya, wajib mengajukan permohonan Izin

" Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.
299. _
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Usaha Pertambangan (IUP) baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya.
c. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pertambangan
(IUP) Oprasi Produksi. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Oprasi Produksi diberikan
Oleh:
1) Bupati atau Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan
pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten atau kota;
2) Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian,

serta pelabuhan berada setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati -atau -

. ‘Walikota setempat -sesuai dengan’ ketentuan peraturan perundang-undangan;
. B " dan

3) Menteri apablla loka51 penambangan, loka51 pengolahan dan pemumlan serta

pelabuhan bcrada di dalam w1layah provinsi yang berbeda setelah
mendapatkan rekomendagl dari Gubemur dan Bupati atau Walikota setempat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang
- kewenangan dari bupati/walikota dalam pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
kepada penduduk setempat.
e. Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur

tentang kewenangan Menteri dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus

»
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atau pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang menyatakar_l tidak
‘berminat untuk menguséhakan rﬁineral lain yang ditemukan tersebut.

Kelima ketentuan di atas, merupakan ketentuan yang mengatur kewenangan dari
pejabat, baik bupati/walikota, gubernur atau menteri dalam pémberian izin usaha
pertambangan. Setiap orang yang akan melakukan usaha pertambangan harus mendapat
izin dari ‘pejabat yang berwenang. Apabila hal itu dilakukan tanpa adanya izin dari
pejabat, maka orang tersebut dapat dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan

pidana tanpa izin dari pejabat yang berwenang.'?

2. Pertanggung Ja_'wa'ban Pidana dalam Tindak Pidana _Pénamba_ngan'Bgt_ubéra- o

. Pepeatah ‘mengatakan “tangan menjinjing, bahu 'rnemikui’;,'artianya seseorang "

" harus méhanggung se_:gaié ékibat dari tindakan atau kelakuannya; di -dalam-hu_ku'm pidana.

Jjuga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggungjawaban pidana. Bedanya,
jika makna pepatah tadi mehgandﬁng suatu pengertian yang luas sekali; dalam hukum
pidana, pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidaan petindak, jika telah melakukan

‘suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditetapkan dalam undang-

undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan terlarang, seseorang akan

dipertanggungjawab pidanankan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut

bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan

12 Ibid., him. 300.
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pembenar). Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang
mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan."®

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak
pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah
tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya
merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap
pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Penolakan masyarakat
_terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan dan ancaman dengan
pidana atas perbuatan tersebut.'* Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab

" (toerekeningsvatbaar), bilamana pada umumnya :"* -

-

" 1) Keadaaanjiwanya: -

[ 73N

- a. Tidak fe'rganggu oleh péhYakit terus-menerus atau sementara;

~b. Tidak cacat dalam pertumbuhan;

c. Tidak tergaﬁggq karena t_érkéjut, .amarah.yang meluap, mengigau karen‘-a'demé_lm_
dan lain éebagainya. Dengan perkataan lai.n dia dalam keadaan sadar;
d. Sedemikian rupa, sebingga ia dapat mengerti akan nilai dari perbuatannya itu dan
juga akibatnya.
2) Kemampuan jiwanya :
a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan

atau tidak dan; -

B E.Y.Kanter & S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta:
Storia Garafika, 2002, hlm. 249.
Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Prenada Media, Jakarta: 2006, him. 68.
'> E.Y Kanter& S.R Sianturi. Op. Cit, him. 250.
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c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Pertanggungjawabén dalam hukum pidana atau yang juga disebut “criminal
responsibility” artinya adalah brang yang telah melakukan suatu t_indak pidana, belum
berarti ia harus dipidana, tetapi ia harus bertanggungjawab atas suatu perbuatannya yang
telah dilakukan. Mempertanggungjawabkan atas suatu perbuatan berarti untuk
menentukan pelaku salah atau tidak, disamping orang yang telah melakukan tindak
pidana masih diperlukan kesalahan padanya untuk bisa dimintai pertanggungjawabannya.
Asas pertanggungjawaban pidana berbunyi “tiada pidana tanpa kesalahan”. Asas ini oleh

masyarakat Indonesia dijunjung tinggi dan akan dirasakan bertentangan dengan rasa

. keadilan Jlka ada orang tldak bersaiah d1_|atuh1 pidana. Dengan kata lam orang dapat“ o

melakukan tmdak pldana tanpa mempunyal kesalahan tetap1 seballknya orang tldak

mungkm mempunyal kesalahan _]lka tidak melakukan perbuatan yang ber51fat melawan. '

_ hukum.'¢ ’

. Kesalahan -rﬁempakén ‘ mas.aleih.._ pérta_ngguﬁ’gjeiwahén pidana.- _Seseoréhg o
melakukan kesalaﬁan, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat
patut dicela. Dengan demikian seseorang mendapatk;m pidana, tergantung pada dua hal:'’
1. Harus ada peraturan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus

ada unsur melawan hukum. jadi, ada unsur objektif.

2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau:_
kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat

pertanggungjawababkan kepadanya. Jadi ada unsur subjektif.

16 Suharto Hukum Pidana Materil, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, him. 106.
’ Martiman Prodjohamiddjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: PT

Pradnya Paramlta, 1997, him. 31.
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Suatu perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) belumlah cukup untuk
menjatuhkan pidana. Seléin perbuatanv yang melawan hukum harus ada seseorang
pembuat yang bertanggungjawab atas perbuatanya, yaitu unsur kesalahan dalam arti kata
bertanggungjawab (strafbaarheid van de dader). Pelaku atau pembuat tindak pidana tidak
dipidana jika ada alasan penghapus kesalahan, karena hanya orang yang bersalah yang
dipidana. Alasan pengahapus kesalahan atau penghapus pidana disebut juga subjective
strafuitsluitingsground atau juga schulduitslutings grond karena asasnya “tiada pidana
tanpa kesalan” (geen strafzonder schuld)."®

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana ada yaﬁg dilakukan atas dasar

,"kesélahan dan adé juga yang dilakukafr'tanpa harus‘ membilktikanfadanya'kesal‘ahan TR

tersebut (strzct lzabzlzty) Kesalahan dapat dlbagl men_jadl dua macam yaltu kesengajaan .

| dan juga kealpaan (culpa) Kesengajaan adalah kehendak yang dlarahkan pada

terw'ujudriya-‘ perbuatan’ seperti yang. dirumuskgn dalam Undang-Undang, - sedangkan
| kealphan_adalah bentuk késaiéhan yaﬁg lebih ﬁngah d_aripada kese{jgajaan tetapi bukan ,.
kesengajaan yang riﬂgan., Kealpaan biasanya terjadi‘ kareﬁa pelaku melakukan
perbuatannya dengan tidak hati-hati. 2’

Pandangan normatif membuka pemahaman yang sempit mengenai kesalahan.
Kesalahan bukan hanya dipandang sebagai masalah psikologis pembuat. Akibatnya,
“kesengajaan” dan “kealpaan”, kemudian hanya dipandang sebagai pertanda adanya
kesalahan, bukan kesalahan itu sendiri. Konsekuensinya daalah dalam perumusan tindak

pidana tidak harus ditegaskan “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” sebagai unsur

'® Ibid., him. 32.

19 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama,
2003, him. 65.

2 Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, him. 124.
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tindak pidana. Kata “dengan sengaja” dalam rumusan delik merupakan alat bantu dalam

menafsirkan ketentuan delik, yang suatu waktu saja dapat dikeluarkan dalam rumusan

~delik dan ditempatkan dalam aturan umum, demikian pula halnya dalam kealpaan.

Dengan demikian, apabila kesalahan dilihat menurut  teori normatif, terbuka
kemungkinan untuk mengakui indikator lain untuk menentukan adanya kesalahan, selain

psikologis pembuat. Selain karena kesengajaannya dan kealpaanya, pembuat dapat saja

~dikatakan melakukan suatu tindak pidana dengan kesalahan. Dengan kata lain

kesengajaanya atau kealpaan merupakan pertanda adanya kesalahan.”!

Berdasarkan konsepsi tersebut, tentunya sangat berpengaruh terhadap strict

o lzabllzty, Teori kesalahan normatlf menyebabkan strict lzabzltty dapat dlterlma sebaga1
bentuk pertanggung]awaban pldana berdasarkan kesalahan Kesangajaan dan kealpaan B

-hanya merupakan pertanda adanya kesalahan sehmgga bukanlah kesalahn 1tu sendm

Kesalahan ada _]lka kelakuan tidak sesuai dengan norma yang harus dlterapkan Pelaku

tmdak pidana tetap dlpandang mem111k1 kesalahan sekahpun tldak dltmjau leblh jauh

apakah kesenga_]aan atau kealpaan yang meliputi batinnya. Hal itu terjadi apabila undang-
undang menempatkan suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan secara strict
(langsung). Persoalannya hanya tinggal dalam lapangan pembuktian. Strict liability
merupakan pertanggungjawaban terhadap pembuat tindak pidana yang dilakukan tanpa

harus membuktikan kesalahanya. Kesalahan tetap ada tetapi tidak harus dibuktikan.

- Terdakwa dinyatakan bersalah hanya dengan membuktikan telah dilakukannya tindak

pidana. Fungsi utama strict liability adalah berkenaan dengan hukum acara, dan bukan

hukum pidana materil. Strict liability dalam pertanggungjawaban pidana lebih merupakan

2! Chairul Huda, Op. Cit., him. 82.
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peroalan pembuktién, yaitu kesalahan dipandang ada sepanjang telah dipenuhinya unsur
delik.” |

Hal di atas tentunya berkaitan juga dengan pertanggungjawaban dalam bentuk lain
yaitu pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability). Pelaku tindak pidana vicarious
liability crime juga dipertanggungjawabkan secara “strict”. Pengertian daripada vicarious
liability crime adalah seseorang dipandang bertanggungjawab secara “strict” terhadap
tindak pidana yang dilakukan orang lain. Keadaan yang demikian itu menurut norma
hukum berlaku dianggap sebragai sesuatu yang juga dapat dicela. Pelaku/ pembuat dapat
dicela karena melakukan tindak pidana yang dipertanggungiawabkan kepadanya secara

trzct” hal ini juga merupakan quud pertanggung]awaban berdasar kesalahan

Menurut ketentuan dalam tmdak pldana penambangan batubara yang terdapat
‘dalam Undang—Undang ‘Nomor 4" Tahun 2009 tentang Pertambangan Mmeral dan
‘Batul_)ara, seseorang yang melakukan tmdak pidana j juga hgrus dlpertanggungjawgbkan
s‘ecérd pidana. Pert_anggﬁngianban ‘pidaﬁa yang fefdapét _dalafﬁ t'indak pi@ana
. penambangan batﬁbara dilihat dari subjek hukumnya. Subjek hukum yang dapat dipidana
dalam bidang pertambangan telah ditentukan dalam Pasal 158 dan Pasal 163 Undang-
Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Subjek
hukum yang dapat dipidana yaitu orang perorangan dan korporasi.*

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penambangan batubara hanya
dapat diterapkan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana
penambangan batubara. Tegasnya, yang dipenanggungjawabkan orang itu adalah tindak

pidana penambangan yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 158

% Ibid., hlm. 83.
3 [bid., him. 84.
?4 Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Op. Cit., him. 297.
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menyatakan setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha
Pertambangan (IUP), Izin Pértambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus
(IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat
(D), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Sedangkang
Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana penambangan batubara
dilakukan atas dasar kesalahan. Hal ini sama dengan pertanggungjawaban pidana
terhadap orang, hanya saja isi kesaiahan tersebut berbeda dengan subjek hukum yang
berupa manusia. Dasar dari penetapan dapat dipersalahkannya badan hukum ialah tidak
-Ad__ipemjhinyé dengan baik fuingsi ke-rnasyarakatan ya.lng"dvi-rhi_liki'olel_.l _l;oiporasigilndi'katbr"' :
késalgh'an, bagi . orporasi "5;'1514}{? bagAirﬁana:'-'k’é'rpdrasi-.j'mergjaiahkaﬁ fungsi
kemaéyarakafanﬁ);a itu..r26 o | - N

| Dengén demikian_ seseorang yang teléh; rﬁelak’ukan tindak pidana penambangan”
bbatuba_ra. dan telah memenuhi unsix_r-’urAlsﬁf tiﬁdak pidariaz. tefseb_ut, .rﬁaké h:%trus -
dipei’tanggtmgiawabkan secara pidana. Oréng tersebut harus bertanggungjawab dengan
menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya akibat perbuatan pidana yang
dilakukannya? yaitu melakukan usaha penambangan batubara yang bertentengan dengan
Undang-Undaﬁg Nomor 4 Tahun 2009. Berhubung merupakan delik khusus maka
pelakunya yang terbukti melakukan kejahatan tersebut dipidana dengan hukuman penjara

dan hukuman denda sehingga memberatkan. Apabila pelakunya korporasi hukuman

» Lihat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara,
% Chairul Huda, Op. Cit., him. 85.
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tersebut dapat ditambah dengan hukuman berupa pencabutan izin usaha maupun
pencabutan badan hokum p‘erusahaan.27

- Hal ini berarti jika “kesalahan” adalah “dapat dipertanggungjawabkan dalam
hukum”, maka setiap pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika pada waktu
melakukan tindak pidana terdapat kesalahan pada si pembuat. Baik pada subjek hukum
manusia maupun i;orporasi, nilai patut tidaknya dijatuhi pidana terletak pada adanya

kesalahan. Dengan demikian makna asas tiada tanpa kesalahan adalah “ tiada

pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”.‘28

3. Sanksi 'Pidana dala’mTin’dak Pidana'Penambangan’ B:itubar‘a’ A

Berblcara masalah penetuan sank51 pldana dalam hukum pldana terkait dengan
‘*empat aspek keempat aspek itu antara lam pertama, penetapan perbuatan yang dllarang,.
kedua, penetapan ancaman sanksl pldana terhadap perbuatan yang dilarang; ketlg_a, tahap -

“penjatuhan pidana kepada subjek hukum_ (seseorang atau korporaSi); keeinpat, tahap

pelaksanaan pidana. Keempat aspek tersebut terkait satu sama lainnya dan merupakan
satu jalinan dalam wadah sistem hukum pidana. Bagian terpenting dalam pemidanaan
adalah mene‘tapkan. suatu sanksi. Keberadaanya akan memberikan arah dan pertimbangan
mengenai apa yang Seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk
menegakkan berlakunya norma. Masalah penetapan saksi pidana dalam hukum pidana,
apapun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan

pemidanaan. Tujuan pemidanaan harus lebih dulu ditetapkan, barulah kemudian

ditentukan jenis dan bentuk sanksi apa yang paling tepat bagi pelaku kejahatan.

e —————

L

7 Gatot Supramono, Op. Cit., him. 264.
%% Chairul Huda, Op. Cit., him. 86.
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Perumusan jen‘is sanksi dalam peraturan perundang-undang pidana yang kurang tepat
dapat menjadi faktor timbui dan berkemangnya kriminalitas.?

Sebelum dijelaskan jenis-jenis sanksi pidana dalam tindak pidana penambangan
batubara, maka perlu dikemukakan tentang jenis-jenis sanksi pada umumnya. Sanksi
pidana dapat aibagi menjadi dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.*® Dalam
tindak pidana penambangan batubara sanksi yang diberikan terdiri atas 3 (tiga) jenis
sanksi yaitu pidana penjara, kurungan dan denda. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sanksi

pidana dalam tindak. pldana penambangan batubara yang terdapat dalam Undang—Undang SR
' -.'Penambangan _]lka dnllhat dari sudut pandang penerlma sank51 sank51 tersebut terdiri- darl- '

“dua j Jems sank31 terhadap orang atau manusia dan Juga sanksi terhadap perseroan atau

korporasi.3 !

Sanksi- pldana dalamA tindak pldana penambangan bafubara yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambagan Mineral dan Batubara tidak
membedakan antara sanksi yang diberikan terhadap orang atau manusia dan sanksi yang
diberikan kepada korporasi. Hal ini terlihat jelas jika tindak pidana di bidang
pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum atau Kkorporasi, maka yang dapat
~ dituntut ke pengadilan adalah badan hukum atau korporasinya, namun hukuman yang
dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap péngurusnya.

Disamping itu terhadap badan hukum atau korporasi tersebut dijatuhi hukuman berupa

2 Teguh Prasetyo & Abdul Halim, Politik Hukum Pidana, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005,
him. 82.
%% ihat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3! Salim HS, Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Op. Cit., him. 297.
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pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) kali dari ketentuan

maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan

hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/ atau .

pencabutan status badan hukum.*

Berdaﬁarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa jika yang melakukan tindak
pidana adalah badan hukum atau korporasi, maka hukuman atau sanksi pidananya
dijatuhkan kepada anggéta pengurusnya, sehingga sanksi yang diberikan kepada
seseorang sama beratnya dengan sanksi yang diberikan kepada badan hukum atau

korporasi, karena jika tindak pidana penambangan dilakukan oleh badan hukum atau

. korporasi maka yang bertanggung:jawab’adalah péngurusnya yang juga adalah"méri_usia'

‘sehingga sanksi bagi perseroan itu sendiri tidak ada.”’

- Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum P_idan’a

1. Penegakan Hukum Pidana
Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan

hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat

- manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang

Dasar 1945. Penegakan hukum yang dikaitan dengan perlindungan masyarakat terhadap
kejahatan - tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan
ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu saraha politik kriminal yaitu untuk

perlindungan masyarakat yang sering dikenal dengan istilah “social difence”.>*

32 Gatot Supramono, Op. Cit., him. 254. :

3 Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Op. Cit., him. 311.

3 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum
Pidana, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998, him. 11. ,
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Menurut Barda Nawawi Arief, ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat
yang harus juga mendapat p‘erhatian dalam penegakan hokum pidana yaitu: %

a) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan
dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila
penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.

b) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang, oleh
karena itu wajar pula, apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki
sipelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar
kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

c) vMasyarakat memerlukan pula perlmdungan terhadap penyalahgunaan sank51 ataﬁ

. '_reak31 dar1 penegak hokum maupun dari masyarakat pada umumnya Oleh karena 1tui -

"v.'waJar ‘pula apablla penegakan hukum pldana harus mencegah terjadinya perlakuan':- ‘
'tmdakan yang sewenang4wenang di luar hukum.

- d) Masyarakat memerlukan perlmdungan terhadap keselmbangan atau i(eselarasan
berbagan kepentingan dan nilai yang terganggu sebaga1 akibat adanya kejahatan. Oleh
karena itu wajar pula apablla penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan
konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam
masyarakat.‘

Hukum berfungsi- sebagai perlindungan kepentingan manusia. Hukum harus
dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan hukum dapat
berlangsung seéara normal, damai, tetapi dapat tgrjadi juga karena pelanggaran hukum.
Hukum yang telah dilanggar itu dalam hal ini harus ditegakkan. Melalui penegakan

hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Ada tiga unsur yang harus diperhatikan

3 Ibid., him. 13.

%)
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dalam menegakkan hukum yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan
(zweckmassigkeit) dan kead'ilan (gerechtigkeir).>®

Penegakan hukum pidana, apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka
penegakan- hukum pada ﬁakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa
tahap. Pertama, tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan
pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislz;tif. Kedua, tahap aplikasi, yaitu
tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisiaﬁ
sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. Ketiga,
tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat

-~ penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap ‘.kebijakan eksekutif atau administratif.’” - - -

- Penégakaﬁ hukum adalah kégiatan menyerasikan hu_b'uﬁgar'l' n.ilai-nila'i. yang =

: :tgrjabaf'l;an .. dalam : k;clidéll‘;kaidah; pandangan-pandangah- “yang mantap ?dan
mengéjawantahkahnya dalam sikap dan tindakari sebaga‘i»se_ra»mgkaian penjabaran nilai
| tahap akhir untuk menciptakan kedamaian_pérgaulan hidup. Tegakhya hu"kpm di-tandéi
oleh beberapa faktor yang salir;g berkait sangat erat yaitu hukum dan aturan sendiri.*
Penegakan hukum tidak hanya mencakup law enforcement tetapi juga peace maintence.
Hal ini karena hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-
nilai, kaidah-kaidah dan pola prilaku nyata, yang- bertujuan untuk ‘kedamaian. Oleh -
karena itu tugas utarﬁa penegak hukum adalah mencapai keadilan.*
Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif.

Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan

3 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Y ogyakarta, Liberty, 1999, hlm. 145.

>7 Teguh Prasetyo & Abdul Halim, Op. Cit., him. 111.

8 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta. 2012, Him. 3.

* M.Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991, him. 98.
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pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya dibeﬁkan pada
badan-badan eksekutif dar; kepolisian. Penegakan hukum represif dilakukan apabila
usaha preventif telah dilakukan ternya masih juga terdapat pelanggaran hokum.
Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus ditegakan secara represif oleh alat-alat
penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat
oprasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah
satu dengan yang lainya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai
dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.*°
Hukum harus dilaksanakan fian ditegakkan. Setiap orang menharapkan dapat

 diterapkannya hukum dalam hal terjadi.peristiwa yang konkrit. Hukurn itu harus berlaku .

- sebagaimaﬁa méstin'ya rda_r'l pada dasémya' tidak dibolehkan -menyimpang, Ifiat Justitia et

pereat rﬁenéus (rlgleskipun dunia ifli .runtuh, hukum- harus ditegakkén);. Hal it'ulah'yangi
diingink_an oleh_képastian hukum. Kepastian hukum mérupakan .pe_rl-ind.ungan yustisiabel .
tefﬁadap' tindékan sewenang-wenang, - yang berart'i seseorang akan dapat merﬁperoleﬁ‘
sesuatu yang diharapkan dalam kep;:lstian tert.entu.‘“'Masyarakaf mengharapkan adanya
kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib.
Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertutjuan untuk adanya
ketertiban masyarakat, sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan
atau penegakan hukum. Bérdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa suatu proses
penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya yang terdapat dalam masyarakat

tersebut. hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hokum atau penegakan hokum

“° Teguh Prasetyo & Abdul Halim, Op. Cit,, hlm. 112.
4! Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., him. 145.




27

harus member manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena
hukumnya dilal;sanakan'dafu ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.*?

Unsur penegakan hukum yang lain adalah keadilan. Masyarakat sangat
berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus
diperhatikan. Proses pelaksanaan atau penegakan hukum harus dilakukan secara adil.
Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang,

bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, setiap orang yang

mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Keadilan bersifat -

sebaliknya yaitu bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi

: seseorang belum tentu dlrasakan adil bagl orang lam

Masalah pokok penegakan hukum sebenamya terletak pada faktor-faktor yang -
‘ mungkm mempengaruhmya Faktor-faktor tersebut mempunyal arti yang netral sehmgga A

| dampak posmf atau negatlfnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut Faktor-faktor -

: tersebut adalah sebaga1 berikut:**

a) Fatkor hukum itu sendiri, misalnya Ux;dang-undéng.

b) Faktor penegal hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan
| hukum.

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung peﬁegakan hukum.

d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
€) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada

karsa manusia didalam pergaulan hidup.

“2 Ibid., him. 146.
3 bed hlm. 146-147.
SOCleﬂO Soekanto, Op.Cit., him. 8.
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Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan
esensi dari penegakan hukuﬁ, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan
hukum. Unsur-unsur yang terkait dalam menegakan hukum sebaiknyé harus diperhatikan,
kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-
unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah
kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya.
Proses dalain menegakan hukum harus ada kompromi antara tiga unsur tersebut. ketiga
unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proposional seimbang. Kenyataan yang
terjadi dalam praktek, tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proposional
T _s‘eimbahg‘ antara'iggtiga unstire tér_sebut.4.5 R

: -S%:seofz;r_xg tiddk»t-ahﬁ apa .yang 'l-laru__s_‘ :(iipérbp'fitnya tanpa -a'danya‘ kepas’t_ia_p: hukum ‘
dan'gkh-im)‘la timbﬁl ké.rcsahe-l-n.- Rasé fida;k a.dilA dan kaku jﬁga akan tifnbul apab.ila"tc;,r'lélu
menitik beratkan pada kep_aétian hukum dan terlalu ketat mentaati 'perafurah hukum.
Apapun yang -terjAadi peréturannya adalah demikian dan harus. ditaati atau dilaksanakan.
Undang-undang itu sering terasa kejam apabila- dilaksanékan secara ketat :‘lex dura sed
tamen scripta (undangv-undang itu kejam, tetapi memang demikian bunyinya). Undang-
undang itu tidak sempurna. Undang-undang itu tidak mungkin mengatur segala
kehidupan manusia secara tuntas. Undang-undang itu adakalanya tidak lengkap dan
adakalanya tidak jélas. Undang-undang harus dilaksanakan meskipun tidak lengkap atau
tidak jelas.* |

Hakim harus melaksanakan atau menegakkan undang-undang dalam hal terjadi

pelanggaran undang-undang. Hakim tidak dapat menangguhkan pelaksanaan atau’

*> Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., him. 147-148.
“ Ibid., him. 148.
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penegakan undang-undang yang telah dilanggar. Hakim tidak dapat dan tidak boleh
menagguhkan atau meriola&c menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak
lengkap atau tidak jelas. Hakim dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih
tidak sempurnanya undang-undang atau tidak ada hukumnya. Hakim mau tidak mau
harus menjatuhkan putusan.*’ Asas penegakan hukum yang cepat, tepat, sederhana dan
biaya ringan, hingga saat ini belum sepenuhnya mencapai sasaran seperti yang
diharapkan masyarakat. Sejaldn dengan itu pula, masih banyak ditemui sikap dan prilaku
~aparat penegak hukum yang| merugikan masyarakat maupun keluarga korban. Harus
diakui juga bahwa banyak anggota masyarakat yang masih sering melakukan hal-hal
- -_yang bertentangan dengan ketentuan -yang berlaku Contohnya yaltu ‘mempengaruhi

aparatur hukum secara negatlf dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku padai-‘ __-'
' .proses penegakan hukum yang bersangkutan yang dltUJukan kepada diri pr1bad1 -
ke]uarga atau anak/ kelompokny_a.“s_

Fak_tor-faktor yang memp-engaruhi belum berpérannya masyérakat secara baik dan
0§timal sesuai ketentuaﬁ dalam proses penegakan l;ukum tentu banyak sekali ditemui.
Peran masyarakat tentunyé sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum, selain
itu tentu masih banyak ditemui hambatan atau kendala-kendala yang merugikan

masyarakat selama proses penegakan hukum.*

“7 Lihat Pasal 16 dan Pasal 22 AB Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

* Soerjono Soekanto, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Rineaka Cipta,
1996, him 1.

“ Ibid., him. 2.
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BAB I

Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak

pidana penambangan batubara tanpa izin di wilayah Kabupaten muara enim.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang mempengaruhi penegakan
hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batubara tanpa izin di

wilayah Kabupaten Muara enim.

1. Teoritis

Penelitian ini diharépkén ‘dapat ‘memberikan sumbangan penﬁkiran dalam rangka
perkembaﬁgan ilmu hukum pada umumnya dan 'perkembangan hukum pid'ana'

kﬁususnya tentang penegakan hukum terhédap pelaku tindak pidana penambangan a

batubara tanpa izin.

2. Secara pfaktis
a. Dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan serta memberikan kontribusi
pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan

penanganan terhadap peiaku tinak pidana penambangan batubara tanpa izin.

b. penelitian ini diharapkan 'dapat memberikan masukan kepada pembuat undang-

undang dalam membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang -

tindak pidana penambangan batubara tanpa izin.

30
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¢. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat, bahwa penggalian kekayaan

secara berlebihan dan tanpa izin merupakan tindak pidana sebagai mana diatur

- dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara. Oleh karena itu, setiap pelaku tindak pidana penambangan batubara
tanpa izin akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan diberikan
hukunian yang setimpal. |Masyarakat dapat menyadari bahwa perbuatan dari
pelaku tindak pidana penambangan batubara tanpa izin dapat menimbulkan

kerugian bagi negara dan juga bagi masyarakat sendiri.
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memiliki arti mencari kembali. Oleh k:
upaya pencarian”.'
Apabila metodologi ini mengenai penelitian hukum, maka metodologi mempunyai arti sebagai
berikut:

“a. Loglka dari- penehtaln ilm;

BAB IV

ODE PENELITIAN

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu research. Kata research

| perasal dari re berarti kembali dan fo search berarti mencari, dengan demikian kata research

arena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu

Istilah “metodologi” berasal dar1 kata “metods” dan “logo&” yang berarti “jalan ke”.

iah,' s

b Stud1 terhadap prosedur dan teknk penehtlan

c‘.‘ Suatu sistem dan pros.e'dm dan tekmk peneht‘lan.2

. Berdasarkan hal ini, dapat dikats

konsisten.>
Adapun metode penelitian yang p

A. Tipe Penelitian

kan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana

pokok dalam bengembanga.n ilmu péngetahua.nj dan teknologi sérta seni, 'ol_eh karena itu,

penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan

enulis gunakan adalah sebagai berikut:

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis

empiris yang mengacu kepada pen

—————

* Zainudin Ali, Op. Cit,, him. 17.

membahas hukum beroperasi dalam

Flitian terhadap efektifitas hukum, dimana penelitian

masyarakat. Penelitian ini mensyaratkan penelitiannya

) ! Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him.1.
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, him. 17.
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n

disamping mengetahul ilmu hukum j

dalam penelitian ilmu sosial (social s
. Metode Pendekatan Masalah

pendekatan kasus (case approach)’,

atau kaidah hukum yang dilakukan

33

juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan

rience research).*

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan yaitu metode

bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma

dalam praktik hukum terhadap perkara-perkara yang

approach) yanitu pendekatan yang
regulasi yang bersangkutpaut dengan
Sumber Data -

a- 'Data_ Primer

~ sumber data, jadi bukan hasil

menjadi fokus penelitian dan pendekatan dengan menelaah perundang-undangan (statute

ilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan

jsu hukum yang sedang ditangani. ®

- Data primef adalah data' émpirisiy_ar‘ig diperoleh langsﬁng dari sumber dari

i penehtlan hukum empms adalah -’
1) Lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian. Oleh karena

itu, data primer sering disebut juga data lapangan.

b. Data Sekunder

‘bed. him. 31.

2) Peristiwa hukum yang teledi di lokasi penelitian.

3) Responden yang memberikan informasi kepada peneliti.

;j bim, 268 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitain Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, .

s Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, him.96.
7 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, him. 170.

olahan orang lain. Sumber data yang dlmaksud dalam



1) Bahan Hukum Primer

2) Bahan Hukum Sekunder

3) Bahan Hukum Tersier -

' Bahan hukum tersier. yaitu

| D. Teknik Pengumpulan Data

——
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Data sekunder diperJ)leh dengan melakukan penelitiah kepustakaan (library

research). Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:®

Bahan hukum primer yaitu| bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang
mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batﬁbara Pasal 158, dan

juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

-Bahan' hukum -sekunder adalah bahan hukum yang memberikan - penjelasanv
' mengena1 bahan hukum primer, sepern hasﬂ-hasﬂ penehtlan hukum atau pendapat

para ahh yang d1dokumen asikan.

bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan

- mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus
hukum, jurnal hukum, media cetak, media elektronik dan lain-lain sebagai

penunjang penulisan skripsi ini.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :
3. Studi lapangan, teknik pengump ulan data ini untuk mengumpulkan data primer, melalui
Wawancma dilakukan kepada pihak yang terkait yaitu pényidik Polres Muara Enim,
Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di

s Soerjono Sockanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, him.10.
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bidang pertambangan diberi| wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dinas pertambangan dan energi
Kabupaten Muara Enim dan warga atau masyarakat yang békexja sebagai penambang
batubara.
b. Studi Kepustakaan, teknik perlgumpuian data ini dipergunakan untuk mengumpulkan
data sekunder yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi penulis dalam mempelajari,
menganalisa, memahami serta menemukan penyelesaiaan bagi permasalahan yang
dihédapi. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data
yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan, seperti undang-undang,
buku—buku majalah serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan judul sknp51

2)Loka31 Penehtlan

batubara tanpa izin, dikarenakan selama ini Kabupaten Muara Enim dikenal sebagai

kini mulai marak dengan adanya penambangan batubara tanpa izin. Dalam pemilihan
lokasi penelitian ini diharapkan penelitian yang dilaksanakan akan memperoleh data

yang cukup dan valid untuk penyelesaian penelitian yang dilakukan oleh penulis.

§ E.Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis

data kualitatif.’Analisis data kualitalitif sebagai prosedur atau tata cara penelitian yang

menghasilkan data deskriptif, yaitu bémpa tulisan atau lisan yang dinyatakan oleh responden

————
? Zainudin Ali, Op. Cit., hlm. 105.

s Ky

Penelman dalam sknp51 ini dllaksanakan d1 w11ayah Kabupaten Muara Emm '

mengmgat terdapat beberapa permasalahan mengenal tmdak pxdana penambangan-

daerah penghasil batubara yang diproduksi ‘BUMN PT. Bukit Asam (PT. BA) Tbk dan |

yang kemudian dihubungkan dengafi teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang
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diteliti guna mendukung kebenaran dan menjawab permasalahan-permasalahan dalam

0

o

penelitian ini.!

: A. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu bertolak dari suatu proposisi

umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan

(pengetahuan baru) yang bersifat leLih khusus.!! Hasil penelitian ini merupakan proposisi

umum yang kemudan dihubungkan! dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan

yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan

H. Bagan Alur Penelitian

_Bagénalur‘penéli_tian tindak-pidana di:bidax_lg»pertambar_lg.an e

A

~ Undang-Undang Nomor 4

Undang_-UﬁdéngNomor"SZ )

;  Tahiin 2009 tentang: Tahun 2009 tentang,
 Pertambangan Mineral dan Perlindungan dan Pengelolaan
| ~ Batubara. Lingkungan Hidup

s X —~ - ' '
euntungan :
sebagai Tujuan ‘__—‘J
\— J
\ 4
( R ‘ 1 1
Penyimpangan | I?orporas1 sebagai Pelaku
L ) Usaha Pertambangan.

Kendala dan
hambatan penegakan
hukumnya.

r | (Pertangg‘ungjawabp
4| Tindak Pidana di Pidana Korporasi
Bidang berdasarkan UU

4| Pertambangan oleh 4/2009 dan UU
Korporasi 32/2009

_- N )

* Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 32.

- 1 Bambang Sunggono, Metodologi Peneljitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, him. 11.
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BABV

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana [Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan

Batubara Tanpa Izin di Wilayah Kabupaten Muara Enim

. 1. Penanganan Oleh Aparat Kepolisian

Hukum sebagai rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai
anggota-angota masyarakat, sedangkan salah satunya tujuan dari hukum adalah
mengadakan keselamatan, kebahagian, dan tata tertib di dalam masyarakat." Menurut

Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan, seakan-akan hanya

bergerak dibidaing hukum pidana atau hanya bergerak dlbldang represxf Ismlah

B _penegakan hukum dlsmr mehputl ba1k yang “represif maupun preventlf Sedangkan :

menurut Sudarto memben arti penegakan hukum ialah perhatxan dan penggarapan baik -

perbuatan-perbuatan yang melajan hukum yang sungguh sunguh teljadl (onrecht in

: actu) maupun perbuatan melawan  hukum yang mungkin akan teljadl (onrecht in

potentze).

Berdasarkan penelitian dan temuan yang dilakukan oleh penulis di wilayah
Kabupaten Muara Enim, penambangan-penambangan batubara tanpa izin atau tindak
pidana penambangan batubara tanpa izin ini masih sering dilakukan. Hal itu didasarkan

dari hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Muara Enim, dimana dalam

wawancara tersebut penulis menarllyakan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan

tindak pidana penambangan batubara tanpa izin yang terjadi di wilayah Kepolisian Resort

1

Wu]ono Prodjodikoro, Op. Cit., him. 15.
2 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, him. 134.
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b

Muara Enim. Menurut Kasat Reskrim Polres Muara Enim, Eryadi Yuswanto, S.H, M.H.

-

tingginya tindak pidana penambangan batubara yang terjadi di wilayah Kabupaten Muara
Enim ini di pengaruhi beberapa| faktor. Faktor yang pertama adalah faktor alam atau
faktor geografis, karena dari segi kondisi alam wilayah Kabupaten Muara Enim memiliki
kandungan batubara yang sangat tinggi, sehingga dengan adanya batubara di wilayah
Kabupaten Muara Enim tentu saja hal tersebut berpengaruh terhadap kehidupan sosial

masyarakat setempat. Disamping faktor alam, faktor lain yang tidak kalah penting adalah

faktor ekonomi, karena batubara yang ditambang oleh masyarakat merupakan mata

- pencaharian bagi masyarakat sehari-hari dan harga batubara itu sendiri tergolong mahal

3
.

Tingkat frekuensi terjadinya tindak pidana. penambangan batubara di wilayah - -

"

' .-'Ka}bupatenr Muara Enim tergoiong cukup sérihg; Piﬁék‘Kepolfsian Rééprt Mtiara Emm ,
" menyatakan bahwa ada sekitar 15 (lima belas) kasus yang telah diproses, 'ferdiri dari 3
(tiga) kasus pada tahun 201(), 4 (empat) kasus pada: tahun 2011, 4 (empat) kasus,pada

| tahun 2012' dan 4 (empatj kasus|pada tahun 2013, sedangkan pada -tahu'nA2014 masih -

dalam tahap penyidikan pihak Kepolisian Resort Muara Enim. Berdasarkan kasus yang
masuk, tidak‘ terdapat kasus penambangan batubara tanpa izin yang dihentikan proses
penyidikannya oleh Kepolisian [Resort Muara Enim. Tindak pidana penambangan
batubara yang terjadi di wilayah [Kabupaten Muara Enim, tersebar diselurh kecamatan

yang ada di kabupaten Muara Enim, karena memang wilayah Kabupaten Muara Enim

? Wawancara dengan AKP. Ex;yadi Yuswanto, S.H, M.H., Kasat Reskrim Kepolisian Resort
Muara Enim pada tanggal 2 Juni 2014.

)
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mempunyai kandungan batubara yang sangat tinggi, tetapi paling sering terjadi di
Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lawang Kidul.*

Table 1. Daftar Kasus Penambangan Batubara Tanpa Izin Yang
Ditangani Oleh kepohsan Resort Muara Enim

[ Kasus
Tahun Diproses Dihentikan
2010 l 3 -
2011 4 -
2012 4 -
2013 — 4 ' -
2014 _ Tahap Peny1d1kan

. Sumber Satuan Resknm deak Pldana Khusus Polres Muara Emm
Tahun 2010 2014

"

‘terhadap pelaku tindak pidana enambangan batubara tanpa izin ini secara umum
prosedurnya sama dengan penanganan tindak pidana umum lainnya. Pihak Kepolisian
Resort Muara Enim sudah melakukan tindakan preventif maupun represif demi menjaga
keamanan dan ketentraman masyarakat serta menjaga kelestarian liyngkungan akibat dari
penambangan batubara tanpa izin| tersebut. Dalam hal tindakan preventif (pencegahan),

pihak Kepolisian Resort Muara Enim melalui bidang Pembinaan Masyarakat (bimas) nya

telah melakukan tindakan preventf’f berupa himbauan baik secara tertulis maupun tidak

* Wawancara dengan BRIGPOL. Ridho Daryadi, S.H., Penyldlk Reskrim Tindak Pidana Khusus
Polres Muara Enim pada tanggal 2 Juni 2014

Penegakan hukum yang chlakukan oleh pihak Kepollsmn Resort Muara Emm_

tertulis kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan batubara tanpa izin di



*

)

wilayah kecamatan lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim.
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Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lawang Kidul serta

5

Pihak Kepolisian Resort| Muara Enim bersama pemerintah daerah Kabupaten.

Muara Enim juga telah membentuk tim terpadu dalam rangka melakukan sosialisasi

tentang akan dampak penambangan batubara tanpa izin ini bagi masyarakat,

keanekaragaman hayati serta lin

gan hidup. Selain itu pihak Kepolisian Resort Muara

Enim juga telah melakukan sosialisasi mengenai sanksi terhadap segala bentuk kegiatan

penambangan batubara tanpa izin serta pihak Kepolisian Resort Muara Enim juga

melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh adat

sebagai upaya dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana ini.®

Setelah plhak Kepohslan

Resort AMuara Enim melakukan 'tindakan pre’ventif T

-(pencegahan) yaltu berupa hlmbauan dan s051a11sa31 kepada masyamkat namun )

. h1mbauan itu tidak dundahkan karena blasanya setelah dllakukan sosmhsam, masyarakat -

akan kembali mengulangi kegiatan penambangan lagi. Hal ini disebabkan karena faktor

* kepentingan masyarakat itu sendiri; dimana kpmoditi batubara merupakar penéahariah

utama masyarakat, sehingga jika

akan berkurang mata penchariai

penambangan timah ditertibkan, tentunya masyarakat

nnya. Maka pihak Kepolisian Resort Muara Enim

melakukan tindakan represif (penindakan) terhadap pelaku penambangan batubara tanpa

izin di wilayah Kabupaten Muara Enim.” Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak

- Kepolisian Resort Muara Enim

lam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum

memberantas kegiatan penambangan batubara tanpa izin yaitu

a. Melakukan Penyelidikan
————————

5 Ibid,
6 Ibid
7 Ibid
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Penyelidikan adalah serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan
atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana
atau yang diduga sebagai tindak pidana.® Pencarian dan usaha menemukan peristiwa
yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat

penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “penyelidikan” atau

tidak sesuai dengan cara yang telah diatur oleh KUHAP Pasal 1 ayat 5. Penyelidikan

diatur dalam Pasal 102 sampai dengan 105 KUHAP.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai

dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan

bukti, dan dengan buktl itu membuat atau menjadl terang tindak pldana yang teqadl

- serta sekahgus menemukan tersangkanya atau pelaku tmdak pldananya. Penyldlkan

diatur dalam Pasal 106 sampaJ dengan 136 KUHAP.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa p‘er_langképan sementara waktu

kébebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan
penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang

diatur dalam undang-undang, %

Alasan Penangkapan : !!

' M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyzdzkan dan

Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm 101.

2  Jbid., him. 109.
' Laden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Jakarta,

Sinar Graﬁka, 2009, him. 109.

"' M. Yahya Harahap, Op. Clt him 158.
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1) Seseorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana;

2) Dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup

Penangkapan terhadap tefsa;.gka diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19

KUHAP.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh
penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta
menurut cara yang diatur |dalam undang-undang.'? Perintah penahanan atau

penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras

‘melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan
. 'yang memmbulkan kekhawatlran bahwa tersangka atau terdakwa akan melankan dm, :

A'merusak atau menghﬂangkan barang buktl dan atau mengulangl tmdak pldana

Penahan tersangka diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31. KUHAP

.- Pengeledahan adalah tindakan pehyidik yéng~ diben'arkan"' undangQundang untuk S

memasuki dan melakukan i)emerikSaan dirumah tempat kediaman seseorang atau
untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.'* Pengeledah
dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan, agar dapat
dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana.'> Pengeledahan

diatur dalam Pasal 32 sampai Jengan 37 KUHAP.

f. Penyitaan

121 aden Marpaung, Op. Cit., hlm 117.
B Ibid., him. 118.
" Ibid.; him. 248.
15 Ibid., him. 249.
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Penyitaari adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyiciikan. Sesudah
lewat taraf pényidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaén untuk dan atas nama
* penyidik.'s
Penyitaan diatur di dalam Pasal 38 sampai dengan 48 KUHAP. Penyitaan hanya
dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
Yang dapat dikenakan Penyitaan adalah :
1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga
atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana
étau untuk fnefnpersiapkaxmya;
3). Benda -yang diperg@akan untuk menghalang-halang1 penyldlkan tmdak pldana, -
’ 4) Benda yang khusus dlbuat atau dlperuntukkan melakukan tlndak pldana, |
5) Benda lain yang mempunyal hubungan langsung dengan ‘tindak pldana yang h
| __qllalmkan; | |
6')‘ Benda .yahg berada dglam sitaan karena perkara- perdata ataii.pailit dapat jixga _‘ .
- disita untuk kepentingan pen);idikan; penuntutan dan mengadili perkara pidana.
Dalam hal tertangkap tangan |penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata
atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda
lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Di dalam tindak pidana penambangan

batubara tanpa izin banyék sekali barang bukti yang disita oleh penyidik seperti

cangkul, blencong (cangkul yang ujungnya lancip), sekop dan karung-karung yang

\
'® Wawancara dengan BRIGPOL Ridho Daryadi, S.H. Penyidik Reskrim Tindak Pidana Khusus
Polres Muara Enim, Op. Cit.

#Y
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berisikan batubara serta alat-alat lain yang digunakan pelaku untuk melakukan

kegiatan penambangan batubara tanpa izin.!”

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkaﬁ hasil pemeriksaan
penyidikan sebagai “berkas perkara’® yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut

umum vsebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan

terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut

umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan. Oleh karena itu, apabila

penyidik berpendapat, ‘pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna,

secepatnya mengirimkan berkas perkara hasil penyidik kepada penuntut umum. Akan

3 tetapi.-didalam. pengirimiman berkas perkara, ‘penyidik. dlharuskan menyesualkan o

o pemberkasan perkara dengan ketentuan Pasal Undang-Undang yang mengganskan '

‘ pembuatan berxta acara pemerlksaan penyidikan seperti dltentukan dalam’ Pasal 121

KUHP. .Sepertl yang telah disinggung diatas, setelah penyidik berpendapat segala -

‘sesuatu pemeriksaan yang diperlukan dianggap cukup,- penyidik “atas kekuatan

sumpah jabatan” segera membuat beﬁta acara dengan pérsyaratan—persyaratan yang

ditentukan dalam Pasal 121 KUHAP :

1) Memberi tanggal pﬁda berita acara;

2) Membuat tindak pidana yang disangkakan dengan menyeEut waktu, tempat, dan
keadaan sewaktu tindak pidana dilaklikan;

3) Nama dan tempat tinggal tersangka dan saksi;

4) Keterangan mengenai tersangka dan saksi (umur, kebangsaan, agama, dan lain-

lain);

Y Ibid,




|

| |
5) Catatan mengenai akta dan atau benda;
6) Serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.
Demikian syarat pembuatan [berita acara yang ditentukan dalam Pasal 121 KUHAP,
akan tetapi, untuk lengkapnya berita acara harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal
75 KUHAP.
Kepolisiém Resort Muara Enim dalam melakukan penangkapan dan penertiban

terhadap para pelaku tindak pidana penambangan batubara mempunyai tujuan sebagai

penjerahan (deferrence) kepada para pelaku. Pihak kepolisian berharap dengan

dilakukannya penertiban oleh aparat kepolisian, para pelaku yang sudah tertangkap
menjadi jera untuk mélakukan tindakannya lagi. Menurut Kasat Reskrim Polres Muara
- Enim, AKP Eryadi- Yuswanto, S.H, MH sarana pemidanaan Sebagai sarana penal fnasih sangat
: éfekﬁif b_dz'ilé'm" penanganan t?ﬁd-ak pi&ana ini, z;gar [.)elaku rmen;iadi jt;,.raA:unt.ul'.(J-'be%rbvuat' l‘z;gi, T
j .seg‘ian.gl.(an_luntﬁl% kebuakan nion. éeﬁél,l plhak kepolisian 'mefﬁpun);ai fungs.i‘ Einamiﬁa'._dan"
samapt.alérya‘n'g fugas-‘n&a adalah untuk melakukan pembinaan ferhadap masyarakat agar tidak_,
‘ terjadi findak pidax.l‘a~ penambangén b atubara. Koordinasi antara kepolisian dengan aparat penégak'
hukum lain'nyé seberti jaksél dan hakim sécara formal berjalan cukup baik, Vs;alaupun sec.ara'non

teknis masih terdapat sedikit kendala.!®

2. Penanganan oleh aparat Kejaksaan

K (-

'® M. Faal, Op. Cit., him. 90. Samapta merupakan salah satu dari fungsi teknis oprasional Polri
yang mengemban tugas utama bersifat preventif atau pencegahan. Patroli, pengaturan, penjagaan, dan
pengawalan serta pelayanan masyarakat|adalah tugas-tugas yang esensial bagi satuan ini, yang sasaran
utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan
terjadinya pelanggaran dan kejahatan. Seédangkan Binamitra juga merupakan fungsi lain dari Polri yang
Mmempunyai tujuan yang sama dengan fungsi samapta yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan dan
Pelanggaran di masyarakat, fungsi binamitra ini dijalankan dengan cara membina hubungan yang baik
dengan masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai mitra kepolisian untuk bekerjasama dalam
memberantas dan mencegah kejahatan. ‘

¥ Wawancara dengan AKP. Eryadi Yuswanto, S.H, M.H. Kasat Reskrim Kepolisian Resort
Muara Enim, Op. Cit. :
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Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang bertugas dalam melakukan

penuntutan terhadap setiap tmdaL pidana yang telah dilakukan oleh seseorang yang juga

merugikan pemerintah. Kejaksaan wajib memproses segala tindak pidana yang telah
dilimpahkan oleh aparat kepolisian demi tegaknya hukum dan keadilan. Tugas utama
aparat kejaksaa adalah untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku suatu tindak
pidana dengan membuat surat dakwaan dan juga tuntutan hukuman yang sesuai dengan
pera@@ perundang-undangan y g berlaku. Tuntutan hukuman yang diajukan di sidang
pengadilan tentunya didasarkan atas beberapa pertimbangan-pertimbangan yang
mempengaruhi tuntutan dari kejaksaan tersebut.?’

Aparat kejaksaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penanganan

.- tindak pldana penambangan batubara tanpa 1z1n dx wilayah - Kabupatﬁn Muara emm

Peranan kejaksaan antara lam ya1tu melakukan penuntutan terhadap setlap pelaku tmdak o

pldana penambangan batubara tanpa izin yang teq adi di wilayah Kabupaten Muara Enim. "
Berdasarkan hasxl wawancara yang telah penulis lakukan terhadap aparat Kejaksaan -
Negerl Muara Enim, ternyata masalah tlndak pldana penambangan batubara tanpa izin 1m
merupakan kasus tindak pidana yang tergolong kedalam kasus-kasus pentmg, oleh karena
itu penanganan tindak pidana penambangan batubara tanpa izin oleh apart kejaksaan
harus dilaksanakan dengan baik.
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan pihak Kejaksaan

Negeri Muara Enim, tindak pidana penambangan batubara tanpa izin merupakan tindak

pidana yang cukup meresahkan f1'nasyarak::1t dan tergolong kedalam perkara penting.
Pihak kejaksaan sendiri menyataican tindak pidana penambangan batubara tanpa izin

mulai terjadi setelah tahun 2010. Piihak Kejaksaan Negeri Muara Enim yang diwakili oleh

? Marwan Effendy, Kejaksaan RI, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, him. 126.
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Bapak Mohd. Radyan, S.H., M/H., menyatakan bahwa tingginya angka tindak pidana

penambangan batubara tanpa izin di wilayah Kabupaten Muara Enim dikarenakan faktor-

faktor korelatif yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana penambangan batubara

tanpa izin ini. Faktor-faktor tersebut adalah faktor ekonomi, faktor budaya hukum

masyaratak dan faktor alam atau geografis. Narasumber mengatakan bahwa faktor
ckonomi merupakan faktor dominan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana
penambangan batubara tanpa izin ini, karena tingginya harga batubara dan untuk

mendapatkan batubara juga relatif mudah dan dapat dilakukan dengan biaya murah. 2!

Tabel 2. Tahapan Penangan Pel"kara Oleh Kejaksaan Negeri Muara

Enim
Periode Jumlah
- Tahun - kasus Ta+apan . Keteranagan

T R

SN PRI 3 berkas perkara - -
2011 o 4 ‘.-'-SI|)DP. -'dinyatakan'lengkap
o0t | e |- obmp | 3 berkas perkara
2012 SRR E SI;JDP | dinyatakan lengkap

1 berkas perkara
dinyatakan lengkap.

1 berkas perkara -
dinyatakan lengkap

- !
2013 I T 'SII’DP '

— - -
2014 5 Sl')DP

Sumber : Kejaksaan Negeri Muara Enim Tahun 2010 Sampai Dengan
Bulan Mei 2014

Apabila diurutkan, maka {tahapan penanganan perkara yang dimaksud diatas

adalah sebagai berikut :*2
1) SPDP (Surat Perintah Penyidikan Perkara)

2) Berkas Perkara (Tahap I)

a. Penelitian berkas oleh Penuhtut Umum

_ ! Wawancara dengan Mohd. Radyan, S.H., M.H,, Jasksa pada Kejaksaan Negeri Muara Enim

pada ta.ng%al 18 Juni 2014.
Ibid,




48

b. Berkas dinyatakan lengkap

3) Pelimpahan tersahgka dan barang bukti
4) Pelimpahan Berkas Perkara Jan Barang Bukti ke Pengadilan Negeri
a. Surat Perintah Penahan
b. Berkas Acara Penahanan
¢. Pemeriksaan Tersangka
d. Surat penunjukan jaksa
e. Surat pelimpahan Berkas Perkara
_f. Surat Dakwaan
g. Pehetapan sidang Pengadilan Negeri
)] =Penuntutan-_
. “a. Surat tuntutan -
f | b. Pumsaﬁ étaﬁ V:or_ﬁs-Peﬂgaiﬂian. Negeri |
e Eksekusi _ | | |
E Apabila -dilih'a.t. dari t_abél 2 mengenai tahapan -perkara, maka dapat dijelaskan
mengenai pemprosesan pe¥kara yang dilimpahkan olel; Polres Muara Enim ke Kejaksaan

Negeri Muara Enim. Tahapan penanganan perkara ini bermula dilakukannya penyidikan

oleh penyidik Polres Muara Enim, apabila dirasa cukup/ lengkap, maka kasus
dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Muara Enim. Hal tersebut berdasarkan Pasal 8 Ayat
(2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Disebutkan di dalam
Pasal 8 ayat (2) “penyidik men)J'erahkan berkas kepada penuntut umum”, selanjutnya
Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa “penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) dilakukan :




nE

j;. \

|
| | .
1) Pada tahap I (satu) hanya m;enyerahkan berkas,
2) Dalam hal penyidikan sudalll dianggap selesai, penyidik meliyerahkan tanggung jawab
atas tersangka dan barang bukti ke penuntut umum”.

Berdasarkan Pasal 109 |Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
penyidik jika telah melakukan penyelidikan, maka penyidik memberitahukan kepada
kejaksaan. Surat pemberitahuan ini biasanya disingkat dengan SPDP (Surat
Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan). Setelah SPDP telah diterima oleh Kepala
Kejaksaan Negeri Muara Enim, maka selanjutnya surat tersebut dikelola oleh Kepala
Seksi (apabila kasus tersebut menyangkut pidana umum, maka dikelola oleh Kasi Pidum,
begitu juga apabila menyangkut kasi lainnya. Dari hal tersebut, Kasi yang bersangkutan

) 'mempe,rsiapkan. .konsep, penunjukan ‘_‘Jakse_z ‘Peneliti”. . Jaksa - Peneliti* ini merupakan
) peﬁututumum A C e | | |
| PenyelesaJan kasus tindak- pldana penambangan batubara tanpa izin di Kejaksaan:

Negeri Muara Emm tergolong cukup senng, dalam membuat rencana tuntutan atau sering

'dlsebut rentut yang dlbuat oleh plhak kejaksaan, pembuatannya didasarkan kepada .
beberapa pertimbangan. Pertimbangan jaksa dalam merencanakan tuntutannya didasarkan
kepada Undang-Undang Pertambangan Minefal dan Batubara, Undang-Undang
Lingkungan hidup, Undang-Undang Kehutanan dan dampak-dampak negatif yang timbul
akibat tindak pidana penambangan tersebut. Dalam pembuatan surat dakwaan dan

tuntutan, dakwaan yang diajukan oleh jaksa dalam surat dakwaannya, biasanya jaksa

mendakwa pelaku tindak pidanaI penambangan batubara tanpa izin ini dengan dengan
beberapa perundang-undangang, seperti Undangan-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batﬁbma, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

B Ibid.
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Perlidungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2004 tentang Kehutan dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jaksa menjerat
pelaku dengan beberapa pasal | peraturan perundang-undangan karena pada umumnya
tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku dilakukan dikawasan hutan, baik hutan
konservasi, “hutan lindung ataupun hutan produksi yang tidak boleh dilakukan
‘penambangan. Selain itu dengan adanya kerusakan hutan maka tentunya secara umum
ada kerusakan lingkungan yang sangat berkaitan sekalj dengan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup.?*
Jaksa'harus mengajukan banding apabila hakim memutus perkara tindak pidana

penambangan timah yang terjadi kurang dari dua pertiga tuntutan yang diajukan oleh

- Jaksa. Banding tersebut diajukan_ofeh jaksa karena tindak pidana penambangan batubara..
"merupakan perkara ternia‘suk,";:)erka'ra" penting -dalain_ penegakan hukum pidana di

- 'KejaksaaﬂiNegeri Muara Emm Pihak Ke_]aksaan Negeri Muara Enim juga menyatakan

bahwa pemidanaan sebagai sarana penal® Juga masih sangat efektif dalam penanganan

tindak pidana penambangan batubara tanpa izin di Wilayah Kabupaten Muara Enim.

Pémidananaan yang dilakukan sesungguhnya bertujuan untuk memberikan efek jera
kepada para pelaku tindak pidana penambangan batubara tanpa izin. dan sebagai
pembinaan kepada para pelaku tindak pidana agar mereka menyadari bahwa perbuatan
yang mereka lakukan adalah melanggar hukum. Narasumber juga mengatakan bahwa

untuk mengurangi atau mencegah terjadinya tindak pidana penambangan batubara tanpa

2 Ibid. :

» Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.
Bandung,: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 75. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus
dilakukan dengan “Pendekatan Integral”; ada keseimbangan sarana ‘penal’ dan non ‘penal’karena lebih
bersifat prefentif dan kararena kebijakan ‘penal’mempunyai keterbatasan/ kelemahan (yaitu bersifat
fragmataris, lebih bersifat represif/ tidak preventif dan harus didukung dengan biaya tinggi).
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A

izin, para aparat penegak hukum terkait (polisi, hakim, pemda) harus betul-betul

0

menegakkan keadilan dan tidaki pandang bulu dalam menangkap para pelaku tindak
pidana penambangan batubara tanpa izin, agai' para pelaku menjadi jera dan tidak berani

lagi berbuat tindak pidana penambangan batubara tanpa izin tersebut.?

3. Penanganan Oleh Lembaga Pengadilan
Sistem peradilan (dalam arti luas) identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman”

yang pada hakikatnya merupakan “sistem penegakan hukum”. Bekerjanya sistem

- peradilan étau sistem kekuasan kehakiman dibidang hukum pidana (yang biasa dikenal
dengan istilah “Criminal Justice L‘ystem”) melalui tahap yang cukup panjang. Lembaga

: pengadilan' merupal;gn proses. te .'rfd.a‘%l penanganan suatu tindak pi;iana yang terjadi.
- _Lémﬁaga p'éngédilaiiibertugas untukmembenkan ﬁutusél_n yém.g ,sc:ciglil-'adilnya terl;adap_

. - égtiai) kasus-kaéﬁé yang mereka tangam ba1k pef'data fn_éupun Iiidana;27

‘ - Sistem Peradilan pidar.la28 atau Cr_imz;nal Ju;vtice System secara singkat dapatA
‘diax_'tikanv 'sebagai: suatﬁ sistem c_laIAam rhésyarakat untuk menaﬁggulangi kéj a}hatan agar hal

tersebut- berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Gamabaran ini hanya salah satu
dari tujuan sistem peradilan pidana secara universal sehingga cakupan tugas sistem

peradilan pidana itu memang dapat dikatakan luas meliputi:?®

a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;

On. C % Wawancara dengan Mohd. Radyan, S.H., M.H., Jasksa pada Kejaksaan Negeri Muara Enim,
p. Cit,

*’ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,
Op. Cit., him. 37. !

. % Teguh Prasetyo & Abdul Halim, Op. Cir., him. 120. Sebagai suatu system, system peradilan
Pidana mempunyai komponen-komponen penyelenggara, diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan
da{l lembaga pemasyarakatan. Semuanya itu saling terkait dan diharapkan adanya suatu kerjasama yang
terintegrasi. Jika terdapat kelemahan pada salah satu sistem kerja, komponen tersebut tentunya akan
mempen%aruhi komponen lainnya dalam system yang terintegrasi demikian.

? Ibid,, hlm. 116.
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b. Menyelesaikan kejahatan ydng terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa
keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah dipidana;

c. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi

. kejahatannya lagi.

Institusi pengadilan merupakan pihak yang berperan dalam memutuskan hukuman

atau pidana yang akan dijatuhkan terhadap suatu kasus yang terjadi. Hakim sebagai pihak

intelektual sangat berperan penting dalam memutuskan suatu perkara, karena dalam

memutuskan suatu perkara, hakim harus berpegang kepada peraturan perundang-

undangan yang berlaku selain daripada keyakinan hakim itu sendiri. Putusan hakim

adalah suatﬁ pernyataan hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu,
dimgna putusan tersebut. diucapkan di pe_rsidgu;_gan dan bertujuan untuk menghakimi atau *-
' vméhye'le.:séi_kan Sixat'ﬁ perkara. Suatu: kdnsép:?uiﬁéaﬁ (-t'ertﬁlis)_-tidak‘;ner‘x:lﬁunyai. kekuatan -
: sébagai putusan sebéiﬁﬁ diucaj)kan-cii pe‘ngadi_ldn oléh hal.c'ixﬁ.m- S
' : - Hakim seharusnya tidak, hanya sqkedar menjélankan sistem hukum acara
B (kepéstian hﬁkmﬁ), tetapi 'hakim harus mérﬁpu xhenyélesaikan.pefsoalan hukum dengan
jaminan mendapatkan keadilan bagi pencari keadilan. Indepedensi dan integritas hakim

tak sekedar diuji oleh banyaknya|perkara yang sudah diputuskan tetapi juga harus diuji

dan diukur dari prespektif kesadaran dalam memahami dan memaknai keadilan yang
menjadi ruh hukum. Hakim tidak sekedar membantu mencari keadilan untuk
mendapatkan hak-hak keadilannya tetapi harus mewujudkan dan menjamin terpenuhinya

hak-hak keadilan bagi pencari keadilan baik melalui proses pemeriksaan di-sidang

|

l

30 1bid., him. 117.
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pengadilan maupun bengawasan dan evaluasi terhadap keputusan yang dibuat atas suatu

perkara tertentu.!

Penanganan tindak pidana penambangan batubara tanpa izin di wilayah
Kabupaten Muara Enim, dalam hal proses persidangan pada umumnya dilakukan di
Pengadilan Negeri Muara Enim| Lembaga pengadilan dalam penanganan tindak pidana

penambangan batubara tanpa izin ini mempunyai peranan yang sangat penting, karena

hakim dituntut unutk bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis juga telah melakukan wawancara
-dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Muara Enim, yang bertujuan untuk
mengetahui bagaimana proses penaganan tindak pidana penambangan batubara tanpa izin
- oleh aparat pengadllan Narasumber yang d1temu1 oleh penuhs berpendapat bahwa kasus-
'kasus tmdak pldana penambangan batubara tanpa 1zm d1 w1layah Kabupaten Muara Emm

'memang sudah cukup sermg texjadl akhxr-akhlr 1m Menurut narasumber teljadmya

L 2R

- . tindak pidana penambangan batubara tampa izin di wﬂaya_h Kabupaten Muara Enim .
dika'rénakén faktof ‘ekonomi yaﬁg sangat 'i)erpérén dalam inendorong 'teljadinya tmdak
pidana ini, karené penambangan batubara merupakan uasaha yang cukup menjanjikan
keuntungan bagi penduduk masyarakat yang daerah tempat tinggalnya terdapat sumber
batubara,*?

Pihak pengadilan menyatdkan bahwa pada umumnya kasus-kasus tindak pidana
Penambangan batubara tanpa izin yang tetjadi disebabkan karena para penambangan

batubara itu dilakukan ditanah mereka sendiri, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa

: tanah mereka itu termasuk kawasan yang tidak boleh dilakukan penambangan kecuali ada

:' Sidik Sunaryo. Sistem Peradxlan Pidana, Malang: UMM Press, 2005, him. 29.

Wawancara dengan Muhammad Firman Akbar, S.H., Haklm pada Pengadilan Negeri Muara
Enim pada tanggal 17 Juni 2014.
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izin dari pemerintah, misalnya hutan lindung. Pihak pengadilan juga | menyatakan
substansi perundang-undangan |yang ada tidak menjadi penghambat untuk menjerat
pelaku tindak pidana penarnbangan batubara tanpa izin yang téljadi.33

Putusan yang dibuat oleh hakim dalam penanganan suatu tindak pidana
peﬁambangan batubara tanpa izin tentunya berpedoman pada beberapa pertimbangan

yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana penambangan batubara tanpa izin

tersebut. berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah seorang
hakim, dikatakan bahwa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi hakim dalam
membuat suatu putusan terhada tindak pidana penambangan batubara tanpa izin antara

lain adalah pertimbangan berdasarkan alat bukti yang digunakan dalam melakukan tindak

} pldana tersebut latar belakang pelaku seajauh mana kepentmgan Negara dalam. kasuS-_ -
) j tersebut beberapa besar keruglan yang diderita oleh Negara, beberapa besar kerusakan

lmgkungan yang dllakukan oleh tmdak pxdana tersebut dan pertnnbangan berdasarkan

unsur-unsur - dalam pasal-pasal surat tuntutan oleh Jaksa serta serta pertimbangan

be‘rdasarkah_ hal‘yar_lg memBeratkan dan yang menngankan. Narasumber j juga menyatakan

bahwa disparitas pemidanaan dalam kasus-kasus tindak pidana penambangan batubara
tanpa izin ini kadang;kadang teledi. Hal ini disebabkan nilai-nilai keadilan bagi tiap-tiap
hakim berbeda-beda.*

Menurut narasumber yang diwawancarai oleh penulis, pemidanaan sebagai sarana
penal dianggap masih cukup efektif dalam 'penahganan tindak pidana penambangan
batubara tanpa izin di wilayah Kabupaten Muara Enim. Selain pemidanaan sebagai

Sarana penal, pihak pengadilan sendiri sebenarnya mempunyai cara lain dalam mencegah

3 1bid.
34 Ibid.
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terjadinya kejahatan, karena piddna merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh. Pihak
pengadilan melakukan cara lain [selain denagan sara penal® yaitu dengan cara nonpenal
dengan melakukan penyuluhan dan penerangan hukum bekeﬁasama dengan para
penengak hukum yang terkait (polisi, jaksa, pemerintah daerah) kepada masyarakat agar
mereka mengerti tentang hukum dan agar mereka mengerti bahwa penambangan batubara

bukan satu-satunya mata pencaharian yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

4. Penanganan Oleh Instansi Terkait
Penulis juga melakukan wawancara kepada instansi terkait lainnya yang

berhubungan dengan aktivitas penambangan batubara tanpa izin yang terjadi di wilayah

Kabupaten -Muara Enim.. Instansi tersebut adalah- Dinas .'_P.e‘rtambanggn dan. Energi- . . - ..

' K:;ibu:pateri 'Muara_'Er'lim. Kepala|dinas Pertambangan dari,_ Encrgi&aﬁg &iwakili pléh Ir.”

Kurmin M.si '_'s_elaku Kabid Pertambé;néan dan Energi Dmas Pertambangan dan Energiv .
Kabupaten_Muara Enim me‘ngatakan bahwa Dinas fertambangan dén Engg.i. (Distamben)
‘Ka_bﬁpaten Mua'ra Enim memiliki fungsi éebagai pengéwaséh, péxiertibén dan pembinaan.
Sesuai fungsinya pada saét dilapangan, Dinas Pertambangan dan Enegi dalam

melaksanakannya didasarkan pada surat tugas, surat pemberitahuan, sebagai surat teguran

% Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Op.
Cit., hlm. 93. Pencegahan dan Penaggulangan Kejahatan (PPK) dengan sarana ‘penal’ merupakan ‘penal
policy’ atau ‘penal law enforcement policy’ yang fungsionalisasi/ oprasionalisasinya melalui beberapa
tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/ yudisial) dan tahap
eksekusi (kebijakan eksekutif/ administ:t:it), dengan adanya tahap “formulasi”, maka upaya pencegahan
dan penanggulangan kejahatan (PPK) bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat
pembuat hukum (aparat legislatif), bahkdn kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya
pencegahan dan penanggulangan kejahat'an melalui “penal policy”. Oleh karena itu, kesalahan/ kelemahan ]
kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan
penanggg}sangan kejahatan (PPK) pada tahap aplikasi dan eksekusi.
Wawancara dengan Muhammad Firman Akbar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara
Enim, Op. Cit.
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pertama, dan surat penghentian kegiatan sebagai surat tindak lanjut surat teguran pertama
karena tidak ada itikad baik terhldap surat teguran.’

Pihak dinas pertambaﬁéan dan enegi kabupaten Muara Enim sendiri mengatakan
bahwa, untuk para pelaku penambangan yang tidak punya izin sebenarnya sudah
termasuk tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara. Dinas pertambangan dan Energi kabupaten Muara
Enim menyatakan bahwa pihak dinas pertambangan hanya melakukan tindakan yang
bersifat pembinaan kepada para|pelaku tindak pidana penambangan batubara tanpa izin
ini, karena untuk menjatuhkan sanksi kepada para pelaku tindak pidana penambangan
batubara tanpa izin ini hanya dapat dilakukan oleh aparat terkait, dalam hal ini yaitu

plhak Kepohsian, Sat Pol PP Jaksa, Haklm Pihak aparat 1mlah (Pohsl Jaksa, Haklm dan

Sat Pol PP) yang dapat melakukan penertlban langsung ke lapangan, dan _]lka tmdak‘.

pldana penambangan yang d11 ukan telah melanggar ketentuan Undang-undang maka

‘akan dlpI'OSCS oleh pohsl tetap1 jika tindak pxdana penambangan batubara tanpa izin yang

" _dllakukan adalah tmdak pldana nngan (melanggar perda), maka Sat Pol PP dapat

melakukan penertiban langsung dan membawanya langsung ke pengadilan tanpa melalui
jalur kepol‘isian dan kejaksaan,*®

Dinas pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim juga menyatakan bahwa
penyuluhan dan penertiban terhadap para pelaku tindak pidana penambangan batubara
tanpa izin ini sebenarnya sudah sering dilakukan, tetapi tampaknya tidak terlalu efektif,
karena para pelaku tetap saja melakukan tindak pidana penambangan ini. Terjadinya

tindak pidana penambangan timah ini menurut Ir. Kurmin M.si, alasan utamanya adalah

37 Wawancara dengan Ir. Kurmin M.si., Kabid Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten Muara Enim pada tangga] 3 Juni 2014.
38 Ibid.
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nambangan batubara merupakan mata pencaharian yang

relatif mudah dan dapat dilakukan dengan biaya murah bagi masyarakat, dimana aktivitas

ini bisa mengahasilkan keuntung

adalah mengenai para pelaku

an yang cukup besar. Hal yang menjadi peﬂnasalahan

penambangan yang tidak punya izin, pihak dinas

pertambangan sendiri menganggap bahwa hal tersebut terjadi karena kurangnya

pemahaman masyarakat akan hulr:n yang berlaku. Oleh karena itu dinas pertambangan

juga mengharapkan komitmen d

i semua unsur-unsur aparat yang terkait (pemerintah

daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan) dan juga media massa dan elektronik untuk

bisa melakukan Pencegahan dan penertiban terhadap pelaku tindak pidana penambangan

batubara tanpa izin ini.®

» Keglatan pembmaan dan penyuluhan yang: dllakukan oleh dlnas pertambangan s
'.'dan energl sudah dllakukan se]ak tahun 2010. Pemblnaan terhadap para pelaku tmdak‘_

 pidana. penambangan batubara tanpa 1z1n dunula1 sejak saat 1tu, karena tlndak pldana

penambangan batubara tanpa izin in mu1a1 menmgkat -sejak tahun 2010 Umumnya

keglatan pembmaan yang - dllakukan oleh dinas pertambangan adalah di daerah :

Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lawang Kidul.

Berdasarkan hasil penelitian dinas pertambangan dan energi bersama badan lingkungan

hidup Kabupaten Muara Enim!

nﬂempunyai produktifitas yang
pertambangan dan energi kabupat
betul-betul melaksanakan tugasny:

ini terus berlanjut maka hal ters

daerah Kabupaten Muara Enim ternyata masih
cukup tinggi untuk dilakukan penambangan. Dinas
en Muara Enim mengharaﬁkan agar para aparat terkait
1 dengan baik, karena jika tindak pidana penambangan

sebut akas semakin memperburuk kondisi alam dan

lingkungan di Bangka. Tindak pidana penambangan batubara tanpa izin yang dilakukan

3 Ibid.
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masyarakat pada umumnya yaitu berada diatas wilayah izin usaha pertambangan yang
sudah ada sebelumnya sehingga tidak dapat ditebitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

dan dilakukan dikawasan hutan lindung. Hal tersebut jelas bertentangan dengan salah

satu Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemda Muara Enim yaitu Peraturan Daerah
Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan
Mineral dan Batubara.*® |

Strategi khusus dari dinds pertambangan dan energi dan aparat terkait dalam
melakukan penanggulangan terhidap tindak pidana penambangan batubara tanpa izin

adalah dengan membentuk Tim |Terpadu. Tim tersebut adalah hasil koordinasi antara

Pemerintah daerah dengan instasi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta
: TNI dan Sat Pol PP Tugas utama dar1 tim . tersebut adalah melakukan penertiban y

'_ pembmaan dan penyuluhan terhadap keglatan penambangan batubara tanpa izin agar

,dllakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Tujuan dari tim tersebut adalah untuk ; ‘

mengurangi dan mencegah ,teg_admya tindak piana penambgmgan batubara tanpa izin dan

- juga meﬁgtirangi' dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh para pelaku

penambangan batubara tanpa izin tersebut. Selanjutnya apabila masih terdapat kegiatan
sételah édanya penertiban, pembilnaan dan penyuluhan, maka Dinas Pertambangan dan
Enegi (Distamben) Kabupaten M|uara Enim akan meminta bantuan Polres Muara Enim
untuk menertibkan kegiatan tersebut. Apabila kasus tersebut telah sampai pada Polres
Muara Enim, maka kasusnya akan diproses, dan apabila telah cukup bukti-buktinya,

maka kasus tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Muara Enim, untuk

 Ibid,




selanjutnya akan diproses ditingkat yang lebih tinggi, yaitu Pengadilan Negeri Muara

Enim.*!

Hal tersebut di atas, selanjutnya akan diuraikan putusan pada kasus dengan

perkara tindak pidana penambangan batubara tanpa izin dibawah ini.

5. Studl Kasus Terhadap deak Pldana Penambangan Batubara Tanpa lZln dl' '

. Wllayah Kabupaten Muara

~a, Kasus Posisi Pada Perkaira deak Pldanana Penambangan Batubara Tanpa -
" Izin Nomor 124/ Pld B/ 201 v PN ME | ‘
Perkara Tindak Pidana Penambangan Batubara tanpa Izin Nomot 124/ Pid.B/

2011/ PN.ME, merupakan perkara yang terjadi pada tahun 2011 dimana perkara ini

berawal dari Tersangka dan/atau

(empat puluh enam) Tahun, Beral
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Emm yang dltangam oleh aparat penegak hukum -

Terdakwa Mohd Kholdun, SE Bin Jamaluddin, 46

amat di Jalan SMB II No.03 RT. 04 RW. 02, Kelurahan

Pasar III, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Perkara ini bermula pada

saat Mohd Kholdun, SE Bin Jamaluddin adalah selaku Ketua Koperasi Tunas Harapan

yarig diangkat berdasarkan akta p

ndirian Koperasi Tunas Harapan tanggal 18 Juni 2010

Nomor 131 di kantor notaris Affurih, SH.

1 Ibid,
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Bahwa Koperasi Tunas IrIIarapan yang berada di Jalan Bemban Nomor 07, RT.07
RT.03, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim yang

bergerak dalam kegiatan usaha pertambangan batubara dan terdakwa selaku Ketua

Koprasi Tunas Harapan dalam mendukung kegiatan penambangan batubara tersebut

menggunakan alat antara lain ylaitu cangkul, blencong (cangkul yang ujungnya lancip)

dan alat pengangkut batubara b!erupa mobil truck dan colt disel dan dalam satu hari

penambangan batubara tersebut 'menghasilkan batubara sebanyak lebih kurang 200 (dua
ratus) karung yang dalam satu karung berisi lebih kurang 40 (empat puluh) kilogram
batubara. Hasil batubara tersebut dijual sebesar Rp 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu

rupiah) per satu ton batubara. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Tunas Harapan

~ telah mengajukan surat permohonan penetapan titik koordmat wﬂayah pertambangan_‘_

A'rakyat Nomor OOI/KTH/P /VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 Kepada Bapak Bupatr'

-- Muara Emm me1a1u1 Kepala Dmas Pertambangan dan Energl kabupaten Muara Emm dan 3
- surat permohonan izin Tambang Rakyat melalul surat No. 17/KTH/M /01/2011 tanggal 28
Januari 2011 Kepada Bapak Bu}’)atl Muara Emm melalm Kepala Dinas Pertambangan |
dan Energ1 Kabupaten Muara E11um Selanjutnya Pemerintah daerah Kabupaten Muara
Enim melalui Dinas Pertambangan dan Energi telah memberikan jawaban melalui surat
nomor 545/ 1’1 81.a/ Tamben-II/ 2010 yang isinya bahwa Bupati Muara Enim belum dapat
menetapkan wilayah pértambangan rakyat karena tidak adanya lokasi yang memenuhi
Syarat untuk ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat maka permohonan tersebut -
tidak dapat diproses lebih lanjut|sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. |
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Bersama-sama dengan Muhammad Bin Hanafi (berkas terpisah) selaku Badan

Pengawas Koprasi Tunas Harapan dalam melakukan kegiatan penambangan batubara

belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR),
Izin Usaha Pertambangan Khusﬁs (IUPK) dari Bupati Muara Enim sebagaimana
syarat mutlak dalam melakukan usaha penambangan Batubara. Pada hari sabtu tanggal 15
Januari 2011 Mohd Kholdun, SE Bin Jamaluddin diberhentikan dan ditangkap oleh
Tim Bareskrim Polres Muara Enim karena tidak mampu menunjukkan Izin Usaha
Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan oleh pejabat
yang berwene_mg.

b. Dakwaan Penuntut Umum

- Adapun pokok-pokok dalwvaan atau isi dan pasal-pasal yang dldakwakan oleh e |

. ‘Jaksa Penuntut Umum d1 dalam Perkara Tindak Pldana Penambangan Batubara Tanpa

. Izm Nomor 124/ Pid.B/ 201 1/ PN ME Pasal-pasal atau dehk-dehk yang dlgunakan-\
sebagai ,dasAar -untuk mendakwa terdakwa _be;asal Qan/atau menggunakgn pasal-pasal
'yang didalam Undang-Undang meor 4 Tahun 2009 fent_ang Pérfambé.ngaq Mineral dan
" Batubara, rmaupun menggunakan ketentuan delik atau pasal-pasal pada Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah sebagai berikut:
Pasal-pasal yang didakwakan kepada tersangka/ terdakwa :
1) Dakwaan Primair :
Pasal 158 jo. Pasal 163 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.
4 Tahun 2009 tentang Pertalnbangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat

(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).




2)

3)

2) Dakwaan Subsudair -

¢. Tuntutan
Tuntutan pidana yang diaj
adalah:

1) Menyatakan terdakwa
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Pasal 158 Undang-'Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana

(KUHP).

ukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara diatas

MOH KHOLDUN, SE Bin JAMALUDDIN tidak

terbukti secara sah dan meyankinkan bersalah melakukan tindak pidana

melakukan usaha penambangan batubara tanpa d11engkap1 Izin “Usaha' -

Pertambangan ‘Khusus|’

'sebagair-nari,a» diatur dal

»Pertambangan (IUP) Izm Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izm Usaha -

(IUPK) yang dllakukan oleh suatu badan hukum”_ :

am Pasal 158 jo. Pasal 163 ayat M, 2 Undang-

Undang R_epublik Iﬁdonesm No. 4 Tahun 2009 tetang Pertambangan Mineral =

dan Batubara jo. 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP)‘ dalam surat dakwaan Primair;

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;

Menyatakn terdakwa MOHD KHOLDUN, SE Bin JAMALUDDIN terbukti

secara sah dan JAmeyak‘inkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan

usaha penambangan batubara tanpa dilengkapi Izin Usaha Penambangan

dup), Izixi Pertambangan (IPR) dan Izi Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”

sebagaimana diatur dal

Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No.
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4 Tahun 2009 tentang Pertambanga Mineral dan Batubara jo. 55 (1) ke-1
Dakwaan Subsidair;
4) Menjatuhkan pidana| terhadap terdakwa MOHD KHOLDUN, SE Bin

JAMALUDDIN dengan pidana penjafa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi

selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan dan
denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan

kurungan;

5) Menyatakan barang bukti berupa:
* Barang bukti J\kta Pendirian Koperasi Tunas Harapan No.131 yang
dikeluarkan oleh Kantor Notaris dan Pejabat Akta Tanah (PPAT)
" - Affuroh, H Izin Undang-Undang Ganguan (HO) Nor_
| 503/296/KPTS)KPPT/2009 tanggal 04 Agustus 2010 yang

: 1 - dlkeluarkan Bupat1 Muara Emm Surat Izin Tempat Usaha No

503/296/KPTS/KPPT/2009, tanggal 04 - Agustus 2010 yang -
d-ikeluarkan‘ Bupati Muara 'Enim, Tanda Daftar . Kof)erasi yang

~ dikeluarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara

Enim, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil RI

Nomor: 613/BH/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010 yang ditanda tangani

oleh Ir. Muzakir Sai Sohar, Surat Permohonan diberikan Izin
pertambangan rakyat dibuat Koperasi nomor: 17/KTH/M/01/2011
tanggal 28 Januari 2011 yang dibuat Koperasi Tunas Harapan, Surat
- permohonan penentuan titik koordinat yang dibuat Koperasi

No.001/KTH/P/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang dibuat




-
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Koperasi Tunas Harapan, Surat Pengantar Sertifikat/ Laporan tanggal
18 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Sucofindo (dikembalikan kepada

Koperasi Tunas Harapan);

e 1 (satu) unit Mobil Hino BE-4404-AU berwarna hijau (dikembalikan
kepada saksi Samudra Djadiguna Bin Cakra Djadiguna);
e Buku Rekapan Batubara (Dirampas untuk dimusnahkan);

¢ Batubara sebanyak 451 (empat ratus lima puluh satu) karung dan 100

(seratus) karung batubara (dirampas untuk Negara);

6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima

ribu rupiah);

Majélis hakim ‘i’engadilzlm ' Négeri | Muara Emm -'dalam ﬁérkara .diatas telah
menjatuhkan Putusan Nomor: 124/ PID.B/ 2011/ PN.ME. putusan tersebut dibacakan
pada han Kam1s tanggal 14 Juli 2011, adapun pertunbangan-pertunbangan haklm sebaga1
berikut: |

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pengakuan terdakwa yangrpada

pokoknya sebagai berikut:

* Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolisian karena melakukan penambangan tanpa
izin pada hari sabtu malam minggu tanggal 15 januari 2011 sekira jam 21.30 WIB di

Jalan lintas Desa Kepur;
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Bahwa Terdakwa ditangkap pada waktu ditangkap oleh pihak kepolisian saya sedang

duduk di pondok sambil mengawasi orang yang mengangkut karung berisi batubara
dilokasi stockpile ke truck fuso;

Bahwa terdakwa mengambil l‘élarung-karung yang berisi batubara itu diambil di lokasi
penambangan di desa sungai Caban trans sosial Desa Harapan Kabupaten Muara
Enim;
Bahwa terdakwa adalah Ketua Koperasi Tunas Harapan yang bergerak dibidang

usaha Pertambangan dan Perdagan umum;

~ Bahwa koperasi tunas harapan sudah mengajukan permohonan untuk melakukan

pertambahgan akan tetapi izin, sudah diajukan tetapi permohonan yang diajukan oleh
' Koperasi tersebut belum j Juga éhkeluarkan oleh Pemermtah Kabupaten Muara Enim;-
' ABahwa terdakwa mengajukan pertambangan atas nama Kopera31 Tunas Harapan

'Bahwa dalam penambangan terdakwa yang menggerakkan pekerja dan mengawa51

s pekexja sedangkan lahan yang ditarnbang itu rmhk Muhammad Amin bin Hanafi;

Bahwa terdakwa membenkan upah para pekerja setelah batubara teljual kepada
pembeli dan hasilnya dibagi dua dengan Muhammad Amin Bin Hanafi;

Bahwa terdakwa yang memasang plang nama Koperasi Tunas Harapan itu saya
sendiri karena untuk persiapan'saja;

Bahwa pemilik tanah dilokasi stockpile itu adalah bernama EDDY dan tanah tempat
stockpile batubara itu berada kami sewa;

Bahwa penambangan di Trans Sosial sungai Caban Desa Muara Harapan Kabupaten

Muara Enim yang memulai dzlm mengerjakannya adalah saya dan saksi Muhammad

Amin bin Hanafi;




66

e Bahwa memang benar buku catatan itu yang biasa digunakan untuk mencatat

beberapa banyak karung berisi batubara yang telah diangkut ke truk untuk dijual;

e Bahwa alat-alat yang digunakan untuk menambang antaﬁ lain adalah belencong,
cangkul, sekop dan setiap 1 ’(satu) kali berangkat truck fuso memuat batubara kurang
lebih 20 (dua puluh) ton;

e Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD AMIN Bin HANAFI tidak membayar
pajak kepada Negara atas penjualan Batubara itu;

» Bahwa terdakwa tahu bahwa setiap kegiatan penambangan batubara harus ada izin

terlebih dahulu dari pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang
| tgrcgtat' ‘dalar Berita ‘Acara sidang " turut di’perﬁmbanglgax;_,__daﬁ mempakan'bagiaq tak- -
te;piéaﬁkaﬁ dalii-putqsa.n‘in; . - ) o
. ‘ ‘x'né.nimi)an‘g, 'b:a-hwa ber;iééarl{an dari_ ‘ségala 'épa"yzit;g ada dan z;pa yang -
- diketemukan darl keter‘angan para saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti |

yang diajukéﬁ di ﬁersidan_gén; maka dapatlah diperoleh i)éberaba fakw sebagai 5erikut§

* Bahwa pada hari sabtu, tanggal 15 Januari 2011 jam 21.30 WIB di Jalan lintas Desa
Kepur, pihak Kepolisian Resort Muara Enim telah melakukan penangkapan terhadap
terdakwa dan saksi Muhammad Amin bin Hanafi karena melakukan penambangan

tanpa izin;

* Bahwa dilokasi penangkapan itu hanya lokasi stockpile atau tempat penumpukan

batubara yang baru ditambang untuk diangkut dengan mobil truck;
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Bahwa penambangan batubara itu berlokasi di Sungai Caban Desa Muara Harapan,
Kabupaten Muara Enim di] areal tanah milik saksi MUHAMMAD AMIN Bin
- HANAFTI; .
Bahwa batubara yang telah ditambang itu kemudian diangkut ke stockpile
menggunakan mobil pickup;
Bahwa penambangan batubara itu diambil menggunakan cangkul belencong dan
sekop dari kedalaman tanah sekitar 10 (sepuluh) meter dari permukaan tanah;

Bahwa selanjutnya batubara yang sudah ditambang tersebut dimasukkan ke dalam

karung dan dibawa kelokasi penumpukan/ stockpile batubara yang berada di Jalan
lintas Desa Kepur dan selanjllltnya diangkut ke dalam truck fuso No. Pol BE-4407-
| -Bahwa batubara yang sudah ada d1 dalam ‘truck rencananya akan dl Jual ke daerah_‘ ;
Cllegon dan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AMIN Bin HANAFI telah tlga
_ kah melakukan pengangkutan dan menjual batubara tersebut

Bahwa pembayaran gaji atau upah tenaga penambangan dlbayar setelah batubara
terjual dan dilakukan oleh terdakwa dari hasil penjualan batubara itu yang dijual
| seharga Rp 250.000,-/ ton;
Bahwa hasil dari penjulan batubara itu dibagi 2 (dua) antara terdakwa dan saksi
MUHAMMAD AMIN Bin HANAFI, sedangkan pengurus lainnya tidak
mendapatkan bagian;

| Bahwa batubara yang dihasilkan lebih kurang 20 (dua puluh) ton perxﬁfnggu;
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Bahwa kegiatan penambangan dan pengangkutan serta penjualan batubara yang
dilakukan oleh terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AMIN Bin HANAFI telah
dilakukan selama 4 (empat) bulan; .

Bahwa usaha penambangan yang dilakukan oleh terdakwa bersama MUHAMMAD
AMIN Bin HANAFI itu| tidak ada Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin
Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari

pejabat yang berwenang;

Bahwa plang nama Koperasi Tunas Harapan juga tercantum di lokasi penumpukan/

stockpile batubara yang terletak dijalan lintas Desa Kepur;

Bahwa Kopera31 Tunas Harapan yang berada di Jalan Bemban Nomor 07 RT 07

- RW.03 Kelurahan Muara Emm Kecamatan Muara. Emm Kabupaten Muara Emm'

- dldmkan berdasarkan akta pendman Kopera31 Tunas Harapan tanggal 18 Jum 20105

:-Nomor 131 d1 kantor notarls Affuroh, S. H dan telah dlsahkan berdasarkan

' Keputusan Menteri Negara Kopera51 dan Usaha Kecil dan Menengah ‘Republik

. Indone51a Nomor 613/BH/VII/2010 tentang pengesahan akta Pendman koperasi

Tunas Harapan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Ml_lara Enim;

Bahwa terdakwa melalui Koperasi Tunas Harapan pernah mengajukan Surat
Permohonan diberikan Izin| Pertambangan rakyat yang dibuat Koperasi No:
17/KTH/M/OI/201 1, tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat Koperasi Tunas Harapan,
namun Dinas pertambangan sudah membalas surat pengajuan izin itu yang pada
intinya Bupati menolék permohonan izin pertambangan rakyat yang diajukan oleh

Koperasi Tunas Harapan;
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Bahwa walaupun di lokasi penumpukan/ stockpile batubara yang terletak di jalan
lintas Desa Kepur ada plang nama KoperaSi Tunas Harapan, namun dalam hal ini

|

pengurus Koperasi Tunas Harapan tidak pernah menerima dan menikmati hasil
penjualan batubara yang di|lakukan oleh terdakwa selaku ketua Koperasi Tunas
Harapan dan saksi MUHAMMAD AMIN Bin HANAFI selaku badan pengawas,
karena hasil penjualan batuLara tersebut hanya dibagi antara terdakwa dan saksi
MUHAMMAD AMIN Bin HANAFI;

Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di

persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas,

- selan_]utnya akan dlpertlmbangkaL mengenal apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi co

' unsur-unsur tmdak pldana sebagalmana yang dldakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ L |

Memmbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaam

| berbentuk Sub51d1ar1tas maka terlebxh dahulu akan dipertimbangkan mengenal Dakwaan

Primair, dengan ketentuan bahwa apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan

Subsidairtas tidak perlu dibuktikzm lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti,

maka akan dilanjutkan lagi dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaritas;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Prmair terdakwa telah didakwa melanggar

Pasal 158 jo. Pasal 163 ayat (1), (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai

berikut:

1) Setiap orang ;
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Ad. 1. “Setiap orang”
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2) Yang melakukan usaha penambangan tanpa [UP, IPR atau [UPK sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasl

74 ayat (1) atau ayat (5);

3) Dilakukan oleh suatuA ‘badan hukum;

4) Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan
perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis  Hakim

Mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan

_— dehk 1m adalah smpa saja, artmya setlap orang yang dapat bertindak sebagal subJek" '

._ hukum serta mampu bertanggung]awab atas segala perbuatannya

Memmbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/ Penuntut Umum telah

4menghadapkan terdakwa lengkap dengan 1dent1tasnya dan menurut keterangan saksi-

A sak31 yang’ dlbenkan di bawah: sumpah dlmana atas pertanyaan Majelis Haklm telah'

mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah

terdakwa MOHD KHOLDUN, | S.E. Bin JAMALUDDIN sebagai pelakunya dan

memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di
persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara physik

maupun mental serta bukan termasuk orang-orang yang sakit jfwanya sebagaimana

dimaksud dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena itu

terdakwa dapat dipertanggungiawe}bkan atas perbuatan yang dilakukannya;




€

tambang, :

71

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap
orang” tersebut telah sécara sah menurut hukum;
Ad. 2. “yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau TUPK sebagaimana |
dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1)
atau ayat (5)”
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “usaha pertambangan” sesuai
ketentuan Pasal 1 angka 6 UU [No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi

tahapan kegiatan penyelidikan' umum eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

penambangan, pengelolahan dan pemumlan pengangkutan dan penjualan, serta pasca

Memmbang, bahwa selanjutnya yang dlmaksud dengan ‘penambangan 'sesuai

dengan ketentuan Pasal 1 angka 19 UU No 4 Tahun 2009 adalah bagian kegxatan usaha-

, pertamb_angan untuk -memproduksl mmeral dan atau batubara dan mineral lainnya;

' Memmbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 35 UU- No. 4 Tahun 2009 dlatur'
mengenai jenis Izin Usaha Pertambangan yang dllaksanakan dalam bentuk Izin Usaha
Pertambangan (IUP), Izin Pertarlnbangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan
Khusus (IUPK), yang mana ketiga jenis izin tersebut sesuai ketentuan Pasal 37, Pasal 40
ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 aya (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) diberikan oleh
menteri, gubernur/ walikota sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam UU No. 4 Tahun 2009 diatur bahwa
terhadap TUP dapat diberikan kepida i)adan usaha, koperasi dan perseorangan (Pasal 38),

tethadap IPR dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/ atau
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koperasi (Pasal 68) dan IUPK dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum
Indonesia, baik berupa badan|usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun
badan usaha swasta (Pasal 75 ayat (2) );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, bahwa pada hari
Sabtu, tanggal 15 Januari 2011 sekitar jam 21.30 W[B di Jalan lintas Desa Kepur, pihak
Kepolisian Resort Muara Enim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan
saksi MUHAMMAD AMIN [Bin HANAFI, karena telah melakukan penambangan
batubara yang berlokasi di Sungai Caban, Desa Muara Harapan, Kabupaten Muara Enim
di areal_tanah milik saksi MUHL\MMAD AMIN Bin HANAFI;

Menimbang, bahwa penambangan batubara di ambil menggunakan cangkul,

- _belencong dan sekop dari kedalam tanah sekltar 10 meter dan permukaan tanah, T
| .selanJutnya batubara yang sudah dltambang tersebut dnnasukkan ke dalam karung dan '
dibawa ke loka51 penumpukan/ otoqkplle batubara yang berada d1 Jalan lintas Desa Kepur -

‘dengan .me‘_nggunakan mobil p1 ick up, kemudlan dlangkut ke dalam' truck fuso No Pol

BE-4407-AU yang rencananya akan dljual ke daerah Cllegon

Menimbang, bahwa terdakawa bersama saksi MUHAMMAD AMIN Bin
HANATFI telah tiga kali melakukan pengangkutan serta menjual batubara tersebut, dan
pembayaran gaji atau upah tenaga pertambangan dibayar setelah batubara terjual yang
dilakukan oleh terdakwa dari |hasil penjualan batubara itu yang dijual séharga Rp
250.000,- / ton;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Koperasi Tunas Harapan pernah

mengajukan Surat Permohonan diberikan Izin pertambangan rakyat yang dibuat Koperasi

no: 17/ KTH/ M/ 01/ 2011, tanggal 28 Januari 2011 yang dibuat Koperasi Tunas
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Harapan, Surat permohonan penentuan titik koordinat yang dibuat Koperasi
No.001/KTH/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat Koperasi Tunas Harapan,
namun Dinas pertambangan sudah membalas surat pengajuan izin itu yang pada intinya
Bupati menolak permohonan izin penambangan izin penambangan rakyat yang diajukan

oleh Koperasi Tunas Harapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian usaha penambangan yang dilakukan
olehterdakwa bersama saksi MUHAMMAD AMIN Bin HANAFI itu tidak ada Izin
Usaha Pertambangan (IUP),| Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha
Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis

Haklm berpendapat bahwa unsur kedua Dakwaan Penuntut Umum telah terbukt1 -

. Ad 3 “dxlakukan oleh suatu badan hukum” '

Memmbang, bahwa berdasarkan fakta—fakta yang dlperoleh ternyata plang nama -

Koperasi Tuna's Harapan juga tar_cantum di lokasi p;:n‘hmpukkan/ stockpile batubara yang

 terletak d1 Jalan lintas Desa Keptir; _

Menimbang, bahwa Koperasi Tunas Harapan yang berada di JL. Bemban No. 07

RT.07 RW.03 Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, kabupaten Muara Enim,
didirikan berdasarkan akta pendirian Koperasi Tunas ﬁarapan tanggal 18 Juni 2010
Nomor 131 di kantor Notaris oh, S.H., dan telah disahkan berdasarkan Keputusan
Menteri Negara Koperasi dan [Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor
613/ BH/ VII/ 2010 tentang pengesahan akta Pendirian Koperasi Tunas harapan Muara

Enim Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;




«)

Menimbang, bahwa tei

74

rdakwa melalui koperasi Tunas Harapan pernah

mengajukan Surat Permohonan diberikan Izin Pertambangan Rakyat yang dibuat

Koperasi no: 17/ KTH/ M/ 01/

2011, tanggal 28 Januari 2011 yang dibuat Koperasi

Tunas Harapan, Surat permohonan penentuan titik koordinat yang dibuat Koperasi

No.001/ KTH/ P/ VIIV 2011 tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat Koperasi Tunas

harapan, namun dinas pertambangan sudah membalas surat pengajuan izin itu yang pada

intinya bupati menolak permohonan izin penambangan rakyat yang diajukan oleh

Koperasi Tunas Harapan;

Menimbang, bahwa walaupun di lokasi penumpukan/ stockpile batubara yang

terletak di jalan lintas Desa Kepur ada plang nama Koperasi Tunas Harapan, namun

dalam-hal ini pengurus K(_)pe.r.a_si

Harapan dan saksi MUHAMMAD AMIN Bin HANAFI selaku Badan Pengawas, karena

Tunas-Harapan tidak pernah menerima dan menikmati

e hasil penjualanbbafub_é‘ra' yang dilakukan :Qléh feraakWa selaku Ketua Koperasi Tunas

hasil penjualan 'bathba'rra tersebut hanya dibagi. be_rdua -antara’ terdakwa dan  saksi

MUHAMMAD AMIN Bin HANAFE,

‘Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat dakwaan ini tidak terbukti

secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh

karena salah satu unsur dakwaan primair ini tidak

terbukti, maka unsur berikutnya dari dakwaan primair ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Meninibang, bahwa oleh

karena salah satu unsur dakwaan primair ini tidak

terbukti maka terdakwa tidak dapat dipersalabkan atas dakwaan primair ini, sehingga

terdakwa haruslah dibebaskan dari'dakwaan tersebut;
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Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan susidair atas diri

terdakwa, yaitu melanggar Pasai 158 UU No. 4 tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut;

1) Setiap orang;

2) Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau JUPK sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal

74 ayat (1) atau ayat (5);

3) Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan

perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

- mempertlmbangkan sebaga1 benk t

t TR

Memmbang, bahwa mengena1 unsur “setlap orang” dan unsur “yang melakukan

' ]
usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagalmana dxmaksud dalam Pasal 37,

© Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74-ayat (1) atau ayat (5)”, oleh karena

. telah dipertimbangkan dalam Dakwahr_r Primair sebagaimana telah diuraikan di- atas,

maka denagan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi

pertimbangannya sendiri dalam pertimbangan Dakwaan Subsidair ini, sehingga dengan
demikian unsur “barang siapa” dan unsur “yang melakukan usaha penambangan tanpa
IUP, IPR atau JTUPK sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48,

Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)” tersebut telah terbukti dan tidak perlu

dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga Dakwaan

Subsidair ini, yaitu sebagai berikut:




‘ - telah térbukti_; -

76

Ad. 3. “orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan
perbuatan itu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternati_f maka apabila salah satu elemen
‘dari unsur tersebut telah terbukti maka elemen yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan.

Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang
yang turut melakukan perbuatan itu.;
Menimbang, bahwa berdararkan fakta-fakta yang terungkap, ternyata perbuatan

terdakwa melakukan usaha penambangan tanpa adanya izin JUP, IPR atau IUPK tersebut

dilakukan bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AMIN Bin HANAF]I, dengan

- dernikian Majelis-Hakin_l berpendapat baﬁwa unsur ketiga Dakwaan Penuntut Umum jni © -~

~ Meninbang, bahwa dengén‘ telah tcipenilhinyé semua unsur-unsur dalam dakwaan -
_ tersebut;
Menimbang, bahwa oleh |karena Dakwaan Subsidair dari tindak pidané )"ang-'

didakwakaﬁ Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis

Hakim berpendapat bahwa terdapat dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;
Meninbang, bahwa oleh kafena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka

sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;
Menimbang, bahwa fakta-fflkta yang diperoleh di persidapgan tidak terdapat hal-

hal yang dapat dijadikan alasan-alzlisan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun
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Menimbang, bahwa oleh
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rena itu terdakwa dapat dipertanggungawabkan atas

ya;
karena terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981
seluruhnya dari pidana yang akan

Menimbang, bahwa Maje
lagi perbuatannya, maka sesuai

terdakwa tersebut tetap berada dal

(KUHAP), masa penahanan tersebut dikurangkan

dijatuhkan;

lis Hakim merasa khawatir terdakwa akan mengulangi

ketentuan Pasal 21 KUHAP memerintahkan supaya

am tahanan;

Menimbalig, bahwa mengenai barang bukti yang dijadikan di persidangan yaitu

,Akta Pendman Kopera51 Tunas Harapan No 131 yang dlkeluarkan oleh Kantor Notans", '

' dan Pejabat Akta ‘Tanah (PPAT) Affuroh SH Izm Undang-Undang Ganguan (HO)'

" Nomor 503/ 296/ KPTS/ KPPT/ 2009 tanggal 04 Agustus 2010 yang dlkeluarkan Bupatl

‘Muara Enim, Surat Izin Tempat U

Agustus 2010 yang dikeluarkan

saha Nomor: 503/ 296/ KPTS/ KPPT/ 2009 tanggal 04

Bupati Muara Emm Tanda Daftar Kopera51 yang '

dikeluarkan Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim, Keputusan

Menteri Negara Koperasi dan Usa.La Kecil RI Nomor: 613/ BH/ VII/ 2010 tanggal 29 Juli

2010 yang ditanda tangani oleh Ir

pertambangan rakyat yang dibuat

2011 yang dibuat Koperasi Tunas

Muzakir Sai Sohar, Surat Permohonan diberikan Izin
Koperasi no: 17/ KTH/ M/ 2011 tanggal 28 Januari

Harapan, Surat permohonan penentuan titik koordinat

yang dibuat Koperasi No. 001/ KTH/ P/ VIII/ 2011 tanggal 18 Agustus 2010 yang

dikeluarkan oleh Sucofindo, 1.(satt

1) unit Mobil Hino BE-4404-AU berwarna hijau, Buku
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Rekapan Batubara, Batubara sebanyak 451 (empat ratus lima puluh satu) karung dan 100

(seratus) karung batubara;
d. Pertimbangan Putusan Hakim
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu

akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri

terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

e Perbuatan térdakwa telah merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara
Enim dalam hal pajak;
¢ Perbuatan terdakwa tanpa dilengkapi dengan AMDAL sehingga dapat
- -merusaklingkungan;"' R .

' ,Hal—hal V'éng meringankan:

. . Terdak'wa bersikap sopan di pe:rsidan-glan;‘
¢ . Terdakwa belil_m pemahdihuktﬁn;'-
e. Putt_néﬁn |
Mengingat da.n memj)érhatikan Pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 Jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Ur;dang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) dan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan déngan perkara ini ;
1) Menyatakan terdakwa MOHD KHOLDUN, S.E. Bin JAMALUDDIN tidak
terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan
Primair;

2) Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;



LH

79

3) Menyatakan terdakwa MOHD KHOLDUN, S.E. Bin JAMALUDDIN telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara

bersama-sama melakukan usaha pertambangan tanpa dilengkapi IUP, IPR,

atau I[UPK dan pejabat yang berwenang™;

4) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 8 (delapan) bulan denda sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta

rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan

pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5) Menetapkan masa penahanan yang ‘tglah dijalani oleh terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- - -6) Mentapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

7) Menetapkan barang bukti berupa -

Baxang bukti Akta Pendman Kopra51 Tunas’ Harapan No. 131 yang

dikeluarkan oleh Kantor Notaris dan Pejaba_t Akta Tanah (PPAT) ‘

Affuroh,  SH, Izin  Undang-Undang  (HO)  Nomor:

503/296/KPTS/KPPT/20909, tanggal 04 Agustus 2010 yang

dikeluarkan Bupati Muara Enim, Surat Izin Tempat Usaha Nomor:

503/296/KPTS/KPPT/2009, tanggal 04 2010 yang dikeluarkan Bupati

Muara Enim, Tanda Daftar Koperasi yang dikeluarkan Dinas

 Perindustrian dan Perdagangan- Kabupaten Muara Enim, Keputusan

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil RI Nomor:
613/BH/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Ir.

Muzakir Sai Sohar, Surat Permohonan diberikan Izin pertambangan
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rakyat yang dibuat Koperasi no: 17/KTH/M/01/2011 tanggal 28
Januari 2011 yang dibuat Koperasi Tunas Harapan, Surat permohonan
penuntutan titik koordinat yang dibuat Koperasi Tunas Harapan, Surat
Pengantar Sertifikat/ Laporan tanggal 18 Juni 2010 yang dikeluarkan
oleh Sucofindo (dikembalikan kepada Koperasi Tunas Harapan);
* ] (satu) unit Mobil Hino BE-4404-AU berwarna hijau
(dikembalikan kepada saksi Samudra Djadiguna Bin
Cakra Djadiguna);
* Buku Rekapan Batubara  (Dirampas _ untuk
dimusnahkan);
e vBatubara sebanyak 451 (empat ratus hma puluh satu) karung dan 100~
- _ _(seratus) karung batubara (dlrampas Negara) | .
. l(satu) buah sekop, l(satu) buah Pengeruk dan 1. (sétﬁ) buah bakul :
dari rotan d1rampas untuk dlmusnahkan '
8) Membebankan terdakwa untuk membayar blaya perkara sebesar Rp 5000,- .

(lima ribu rupiah)

f. Analisis Putusan
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Kasus diatas merupakan salah contoh kasus tindak pidana penambangén batubara
tanpa izin di wilayah Kabupaten Muara Enim. Menurut penulis, ada beberapa hal yang
pérlu méndapat tanggapan yang berhubungan dengan kasus di atas, Pernyataan dalam
tindak pidana diatur dalam Pasala 55 KUHP dimana disitu dinyatakan bahwa yang
dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh,
dan yang turut serta melakukan perbuatan.”” Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat
dilihat bahwa orang yang melakukan perbuatan dalam. tindak pidana penambangan

batubara tanpa izin dalam kasus di atas adalah MOHD KHOLDUN, SE Bin

JAMALUDDIN sedangkan MUHAMMAD AMIN Bin HANAFI merupakan oraxig

yang turut serta melakukan perbuatan, sehingga kedua orang ini dapat dihukum sebagai

e 3 pelakuy tindak pidana .

. Berblcara mengenal pelaku tmdak pldana maka yang dlmaksud dengan Pelaku

: '(dader) adalah orang yang memenuh1 serhua usur delik sebagalmana d1rumuskan oleh‘ |
'Undang-Undang, ‘baik unsur subjektlf maupun unsur obJektlf Umumnya, pelaku” dapat

' dlketahux dari jenis delik, yakm .

a) Delik formil, pelakunya adalah l;arang siapa yang telah memenuhi perumusan delik
dalam Undang-Undang;

b) Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang
dalém perumusan delik;

¢) Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa

yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan.

42 ,; Lihat Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
“ Laden Marpaung, Op. Cit., him. 78.
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Pertimbangan majelis hakim dalam memﬁtus perkara tindak pidana penambagan
batubara tanpa izin di Pengadilan Negeri Muara Enim meliputi alat bukti, unsur-unsur
dalam pasal di dalam tuntutan olch jaksa, pertimbangan berdasarkan surat dakwaan, serta
perimbangan berdasarkan keterangan saksi terdakwa. Seperti diketahui dalam
pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (4bsolut) semua
pengetahuan kita hanya sifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan
pemikiran yang tidak selalu pasti benar, jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak
untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak
pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana. Satu-satunya yang

dapat disyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar

_ bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang d1tuduhkan SR
i sedangkan ketldak-kesalahannya walaupun selalu ada kemungkmannya merupakan suatu T

- hal yang tldak dltenma sama sekah

~ Jika hakim atas dasar alat-alat bﬁkti yang sah telah yakin bahwa menurut
béngélémm'dan keadaan telah dap-atA diterima, bahwa sesuatu tindak'pidana'.benar-bénar
telah terjadi dapat terjadi dan terdakwa délam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah
bukti yang sempumé, yaitu bukti yang sah dan menyakinkan. Pasal 184 KUHAP yaitu
bardasarkan ketengan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keterangan
terdakwa maka terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadap dirinya dapat dijatuhkan
hukuman. Untuk pemeriksaan terhadap barang-barang bukti dilakukan bersamaan dengan
pemeriksaan para saksi. Barang-barang bukti yang diajukan diperlihatkan dan dimintakan

keterangan dari saksi atau dari terdakwa tentang kebenarannya.




Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam pasal 184

KUHAP. Aturan-aturan khusus tentang keterangan saksi hanya diatur di dalam 1 (satu)
pasal saja, ‘).raitu pasal 185 KUHAP, yang antara lain menjelaskan apa yang dimaksud
dengan keterangan saksi, bagaimana tentang kekuatan pembuktiannya. Pasal 185
KUHAP, yang berbunyi:
| 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang
peradilan. | |
2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa
- bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3) Ketentuan sebagaimana dlmaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apablla disertai

dengan alat bukti-yang sah lamnya

keadaan dapat dlgunakan sebaga1 suatu alat bukt1 yang sah apablla keterangan

o

saksx itu ada hubungan satu dengan yang Iamnya sedemlklan rupa, sehmgga dapat'
membenarkan adanya suatu kej adlan atau keadaan tertentu
5) Baik berpendapat maupun rekan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan
merupakan keterangan saksi.
6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus bersungguh-
sungguh memperhatikan;
a) Persesuaian antara saksi satu dengan yang lainnya

b) Persesuaian saksi dengan alat bukti lainnya.

tertentu.

- 4) Keterangan beberapa sak51 yang berdm sendm-sendm tentang suatu ke)adlan atau - -'

7) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang



e

84

8) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnja dapat
mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

9) Keterangém dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang
lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan
keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti
sah yang lain.

Dalam pasal 164 KUHAP, alat bukti berupa keterangan saksi menempati urutan
pertama, dalam hal ini, diatur dalam pasal 160 ayat (1) huruf b. KUHAP, yang
rumusannya sebagai berikut “yang pertama-tama didengar ketéranganny,a adalah korban

yang menjadi saksi”. Para saksi menurut pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum didengar

. keterangannya, harus * disumpah Iebih - dahulu menurut cara yang: dltetapkan oleh“‘ oo

agamanya masmg—masmg, bahwa mereka akan membenkan keterangan yang. " ,
mengandung kebenaran dan tldak lain darl pada kebenaran Penyumpahan semacam ini -
dmamakan, dilakukan secara ‘Promzssorzs ” (secara sanggup berbicara benar) lain cara'.
ialah yang dmamakan secara “Assertorts ”(menempatkan kebenaran pemblcaraan yéng_
telah lalu), yaitu saksi didengar dulu keterangannya, dan kemudian baru disumpah bahwa
yang fe]ah diceritakan itu adalah benar.

Keterangan A_hli diatur dalam pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa
keterahgan ahli ialah: apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan
ahli pada hakikatnya merupakan keterangan pihak ketiga untuk memperoleh kebenaran
sejati, ia dijadikan saksi karena keéhliannya bukan ia terlibat dalam suatu perkara yang
sedang disidangkan. Hakim karena jabatan atau karena permintaan pihak-pihak dapat’

meminta bantuan seseorang atau lebih dari satu saksi ahli, keterangan ahli merupakan
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keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dan objektif
dengan maksud membuat terang suatu perkara atau guna menambah pengetahuan hakim
sendiri dalam suatu hal tertentu. Kekuatan pembuktian keterangan ahli tersebut, adalah
sebagai alat bukti bebas artinya diserahkan kepada kebijaksanaan penilaian hakim hakim
bebas untuk menerima, percaya, atau tidak terhadap keterangan ahli. Pemeriksaan surat di
persidangan langsung dikaitkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan persidangan
terdakwa, pada saat pemeriksaan saksi, ditanyakan mengenai surat-surat yang ada
keterkaitan déngan saksi yang bersangkutan dan kepada terdakwa pada saat memeriksa
térdakwa.‘

Berkaitan dengan alat bukti berupa surat diatur dalam pasal 187 KUHAP, yang

LR 'berbunyl Surat sebagalmana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf ¢, dibuat atas sumpah_v. v

" jabatan atau dlkuatkan dengan sumpah dalam hal ini dlatur dalam pasal 187 KUHAP |

adalah: .

1 ﬁerita écara dan surat-iain dalam bentuk resmi yaﬁg dibﬁat oleh pejabat umum
‘yaﬁg béfwenang atau yang dibuat di hadapannya. Yang memuat keterangan
tentang kejaciian atéu keadaan yang d;dengar, dilihat " atau yang dialaminya
sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dah tegas tentang keterangan itu;

~ 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat
yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang

menjadi tanggung jawabnya dan, diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau

sesuatu keadaan;
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3) Surat dari seseorang keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai sesuétu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmj
dari padanya;

4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat
pembuktian lain.

Keterangan-keterangan, catatan-catatan dan laporan-laporan itu sebenarnya tidak
berbeda dengan keterangan-keterangan saksi, tetapi diucapkan secara tulisan, Maka dari
itu arti sebenarnya dari pasal tersebut iaiah bahwa pejabat-pejabat tersebut dibebaskan
dan menghadap sendiri di muka hakim. Surat-surat yang ditanda tangani mereka, cukup

dibaca saja dan dengan demikian mempunyai kekuatan sama dengan kalau mereka

menghadap di muka haklm dalam sidang dan mencentakan hal tersebut secara llsan o
‘Surat dapat dlgunakan sebaga1 alat bukt1 dan mempunyal nilai pembuktlan L
apabllah surat. tersebut dxbuat sesuai dengan apa yang dlharuskan oleh undang-undang B

Apabila surat sudah dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang maka bukti surat.»

mempunyai kekuatan pembuktlan yang sg:nipurna dan ‘mengikat bagi hakim ;igngan
syarat : |
1) Bentuk formil maupun materil sudah sesuaj dengan ketentuan yang diatur oleh
undang-undang; |
2) Bahwa surat tersebut tidak ada cacat hukum;
3) Tidak ada orang lain yang mengajukan bukti bahwa yang dapat melemahkan
bukti surat tersebut.
Dalam meniléi alat bukti surat, penyidik, penuntuf umum, maupun hakim daiam

meneliti alat bukti surat harus cermat, dan hanya alat bukti tersebut di atas yang
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merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara pidana. Di
antara surat-surat bukti yang bukan surat resmi tersebut, ada segolongan yang penting
bagi pembuktian, yaitu surat-surat yahg berasal dari atau di tanda tanggani oleh terdakwa.
Kalau terdakwa menggakui di muka hakim penandatangannya atau berasalvdari atau di
tanda tangani oleh terdakwa, maka hal ini akan memudahkan pemeriksaan perkara.

Mengenai keterangan terdakwa ini dalam KUHAP diatur dalam pasal 189 yang
berbunyi sebagai berikut:

1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang
tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui senditi atau alami sendiri;

2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk

membantu menemukan bukti di. sidang, "asalkan. keterangan itu d1dukung oleh ..~

" - suatu alat bukii yang sah sepanjang mengena1 hal yang dldakwakan kepadanya,

3). .Keterangan terdakwa hanya dapat dlgunakan terhadap dmnya sendiri; '

4) Ket_erangan terdakwa §aja tidak .cukup dengan untuk’ membuktikan bahwa ia |
,'bersa_llah melakukan i)erbﬁatan yang didakwakan kebadanya, melainkan harus
disertai dengan alat bukti yang lain. |
Menurut ketentuan ayat (2) keterangan terdakwa di luar sidang dapat membantu

menemukan bukti di sidang. Pengadilan di luar sidang disini maksudnya pengakuan yang
diberikan terdakwa baik secara lisan atau tulisan di depan penyidik merupakan bukti
petunjuk atas kesalahan terdakwa. |

- Dalam putusan perkara nomor 124/ Pid.B/ 2011/ PN.ME. di Pengadilan Negeri
Muara Enim hakim mempertimbangkan segi terbukti tidaknya dakwaan, hal ini terdiri

dari dua unsur yaitu pelaku tindak pidana, dan tidak pidana yang dilakukan berdasarkan
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- alat bukti. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah
keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada
terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal
dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

Penulis juga berpendapat, Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena
Eerdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP).
Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu
dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2)
KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang

dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara

_tunggal. apabila seseorahg atau lebilr mungkiri melak’uka‘n satu"perbuatan saj'a ~ Namun,-'. '

: apablla leblh dan satu perbuatan dalam hal ini dakwaan d1susun secara kumulatlf Oleh

4- karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebaga1 dakwaan kesatu kedua, ketlga
»dan seterusnya.

: Selanjutnya dakwaan alternatif disusun '.a'p'abila 'penun'tut umum ra;gu. untuk
menentukan peréturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang
menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam praktek dakwaan alternatif tidak
dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun
penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair atau subsidair.
Dakwaan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan
' putusan. |
Menurt penulis, hakim juga mempertimbangkan berdasarkan unsur-unsur yang

terdapat dalam pasal-pasal tuntutan oleh jaksa. Hal ini kaitannya terpenuhi tidaknya unsur
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pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh jaksa. Berdasarkan kasus nomor 124/
Pid.B/ 2011/ PN.ME para terdakwa didakwa télah melakukan perbuatan sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No.4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal tersebut mengandung unsur-
unsur: |

1) Setiap orang;

2) Yang melakukan usaha nenambangan tanpa IUP, IPR atau JTUPK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74
ayat (1) atau ayat (5); |

3) Orang yang melakukan menyuruh melakukan atau yang turut melakukan o
perbuatan itu; - o _ _ . _ |
Unsur setlap orang ini dlmkasud smpa saja yang menjadl subjek hukum yang '

melakukan perbuatan sebagalama dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk B

: pada orang/manu51a yang dapat dlpertanggung]awabkan atas tmdak pldana yang

didakwakan kepadanya. Unsur ini dimaksudkan lebih lanjut tentang siapakah yang duduk
sebagai terdakwa. Hakim akan menimbang dari berita acara penyidikan, pemeriksaan
identitas terdakwa di persidangan serta dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa.
Unsur yang melakukan usaha penarnbangan tanpa IUP, IPR atau IUPK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1),
Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipertimbangkan hakim dari berita acara pemeriksaan,

keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti. Setelahnya akan dibuktikan hakim
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dengan penyesuaian terhadap Undang-Uundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang -
Perta@bangan Mineral dan Batubara. |

Pertimbangan berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan menurut
penulis juga menjadi hal yang paling sulit dalam penegakan kasus tindak pidana
penambangan batubara tanpa izin di Pengadilan Negeri Muara Enim. Dari beberapa kasus
memang Hakim mempertimbangkan raSa keadilan, namum hakim hanya melihat apa
yang ada di Pengédilan saja tanpa melihat kultur masyarakat tempat terdakwa tinggal.
Menilik putusan nomor 124/ Pid.B/ 2011/ PN.ME terlihat jelas hakim dalaﬁl melihat hal-
hal yang meringankan dan memberatkan berdasarkan faha-faha di pengadilaﬁ saja. Hal

yang memberatkan adalah perbuatan-perbuatan terdakwa telah merugikan Pemrintah

- Daerah- Kabupaten Muara Emm dalam hal pajak dan perbuatan terdakwa tanpa‘_ R

. d11engkap1 AMDAL sehmgga dapat merusak hngkungan Sedangkan hal yang"' o

mermgankan terdakwa ber51kap sopan di pengadllan dan terdakwa belum pemah
. dihukum. - - | |

‘ Kebanyaka_ﬁ Hakim mengabaikan hngkungan dimana térdak&a tinggal sehiﬁgga
tidak mencerminkan nilai-nilai 'Sosiologis. Kenyataannya banyak tindak pidana
penambangan batubara tanpa izin yang te;dakwanya tinggal di daerahnya tempat
tinggalnya terdapat sumber batubara di tanah miliknya sendiri. Majelis hakim telah
mempertimbangkan dari segi sosiologis, psikologis terdakwa, dan edukasi terdakwa yang
dimana terdakwa ‘telah, pernah melakukan permohonan izin. Rumitnya pengurusan
permohonan izin usaha inilah yang mendorong banyaknya tindak pidana penambangan

batubara tanpa izin. Bahkan banyak masyarakat yang tidak tahu kika menambang harus

memerlukan izin usaha atupun kontrak kerja. Sebagaimana kita ketahui putusan hakim
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adalah puncak dari nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, mumpuni serta penguasaan

hukum dan fakta, jadi harus mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis.
Berdasarkan kasus ‘diatas, penulis juga berpendapat bahwa tuntutan dari pada

Jjaksa dan juga putusan yang diberikan oleh hakim sangat jauh sekali berbeda dengan

yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 158 Undang-undang

- Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan Setiap orang yang melakukan

usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat
(IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,
Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 00 (

*sepuluh ‘miliar ruplah ): Plhak kejaksaan sendm dalam kasus dlatas hanya menuntut e -A
. Aterdakwa dengan pldana pen_]ara selama 10 (sepuluh) buIan d1kurang1 selama berada

' ~da1am tahanan sementara dan dengan penntah tetap dltahan dan denda Rp 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan Berdasarkan hal tersebut‘
dapat dilihat bahwa besarnya sanksx pldana yang dltuntut oleh _]aksa dan dlputuskan oleh )
hakim sangat rendah sekali dan tidak sesuai dengan apa yang tercantum pada peraturan
perundang-undangan yang digunakan.

Berdasarkan kasus diatas dapat juga dilihat bahwa hukuman yang dijatubkan oleh
hakim dalam kasus tersebut hanyalah 8 (delapan) bulan denda sebanyak Rp 20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah). Menurut penulis, sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh
hakim sangat tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa, karena
perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah merusak lingkungan dan mengakibatkan

pencemaran lingkungan dan pengrusakkan hutan. Melihat hukuman yang dijatuhkan
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kepada terdakwa, tentunya masyarakat lain atau orang lain yang hendak ﬁlelakukan usaha
penambangan batubara fanpa’ izin atau tindak pidana penambangan batubara, tidak akan
mefasa takut untuk berbuat atau melakukan perbuatan yang seperti terdakwa lakukan.
Menurut penulis dalam hal ini, seharunya hukuman yang dijatuhkan lebih berat lagi agar
para pelaku tindak pidana yang dihukum menjadi jera dan tidak berani untuk berbuat lagi,
begitu juga dengan para pelaku tindak pidana penambangan batubara yang belum
terungkap tentunya akan merasa takut dan menghentikan perbuatannya, sehingga tindak
pidana penambangan batubara di wilayah Kabupaten Muara Enim akan dapat ditekan

jumlahnya.

B. _Kendala-Kendala Yang Mempengaruhl Penegakan Hukum Pldana Terhadap
) - ’Pelaku Tlndak Pldana Penambangan Batubara Tanpa Izm dl Wllayah Kabupaten. .

. AMuara Emm

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk meWUJudkan kemglnan-kemgman' ’
hukum men_]adl kenyataan Kemgman—kelngman hukum adalah plklran-plklran badan
pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Seiring
kita dengar dalam rangka penegakan hukum, isitlah diskresi. Diskresi diperlukan sebagai
pelengkap asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau
perbuatan administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Sehubungan
dengan adanya diskresi Joseph Goldstein menawarkan konsep. dalam law enforcement,
yaitu fotal ehforcement merupékan ruang lingkup penegakan hukum pidana, sebagaimana
diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materil (substantive law of crimes), yang ‘

tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak hukum disebabkan adanya
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pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara
penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, sampai pada tahap pemeriksaan
pendahuiuan, atau mungkin juga pembatasan oleh hukum pidana materil itu sendiri, yang
menentukan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan dan
Sfull enforcement pada penegakan hukum, penegak hukum diharapkan menegakkan
hukum secara maksimal. Penegakan hukum secara full enforcement ini, menurut Joseph
Goldstein, merupakan harapan yang tidak realistis, terdapat kedala-kendala dalam
pelaksanaannya berupa batasan waktu, personel, alat invesﬁgasi, dana dan sebagainya.44
Kendala-kendala yang mempengaruhi suatu penegakan hukum itu pasti ada.

Kendala-kendala tersebut biasanya terletak pada faktor-faktor yang mungkin

, mempengaruhmya Faktor-faktor tersebut mempunyal arti. yang netral sehmgga dampakj S

posmf atau negatlfnya terletak pada isi- faktor-faktor tersebut Faktor-faktor yang

mempengaruhl dalam penegakan hukum adalah:®® |

. D Faktor_perundang-undangan"atau hukum. yang berlaku. _
2'): Fﬁktbr petugas penegak hukum, yakni pi-hak-pihaIQ(‘yarrlg mémbelifuk maﬁpuﬁ
menerapkan hukum. |
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungén dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan.
5) Faktor kebudayaan hukum, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

“ Nyoman Serikat Putra Jaya, Beberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana,
Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 135-136.
Soet]ono Soekanto, Op. Cit., hlm. 8.
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Kelima faktor tersebut diatas sangat berkaitan erat, diantaranya oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada
efektifitas pexllegak hukum Berdasarkan hal tersebut maka akan dibahas mengenai
kendala-kendala yang mempengaruhi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku

tindak pidana penambangan batubara tanpa izin di wilayah Kabupaten Muara Enim.

1. Faktor Undang-Undang

Substansi perundang-undangan yang ada memang tidak menjadi penghambat atau
kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pealaku tindak pidana penambangan
batﬁbara tanpa izin di wilayah Kabupaten Muara Enim yang terjadi. Berdasarkan hasil

- 'Wawancéra 'yéing’ -dilakukan penuli's - kepada saléh Se’é‘)rari'g- hakim""'c'likatak'an"bah\'ﬁa )

"Peraturan perundang—undangan yang d1paka1 dalam penanganan kasus—kasus tmdak g

' pldana penambangan batubara tanpa izin yang selama ini texjad1 di w11ayah Kabupaten
Muara Emm adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan_ :
Mmeral dan Batubara Mlsalnya pada kasus Nomor 124/ PID B/ 2011/ PN ME |
terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaxmana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 158 Undang-Undanag Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara. Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dianggap sangat efektif, karena
dalam penanganan tindak pidana penambangan batubara tanpa izin yang terjadi di

wilayah kabupaten Muara Enim sanksi pidana tersebut memberikan efek jera kepada para




)

«t

95

pelaku tindak pidana agar mereka menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan
adalah melanggar hukum.*®

Pihak Kepoiisian Resort Muara Enim dalam hal ini juga mengatakan bahwa,
substansi perundang-undangan juga tidak menjadi kendala atau hambatan dalam
penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batubara yang
terjadi di wilayah Kabupaten Muara Enim. Menurut pihak kepolisian sanksi pidana yang
diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara dirasa cukup tegas, karena sangat efektif dalam penerapannya
untuk menjerat para pelaku tindak pidana penambangan batu bara ini sesuai dengan

hukuman dan sanksi yang tercantum dalam ketentuan undang-undang tersebut.?’?

2. Faktor Pétug#s Peﬁegak Hukﬁm

Tingkat pendidikan aparat kepolisian tidak menjadi kendala atau hambatan dalam
penanganan tindak pidana penambangan batubara tanpa izin ini. Hal itu didasarkan dari
hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Muara Enim, AKP. Eryadi Yuswanto,
S.H, M.H. Kasat Reskrim Polres Muara Enim juga menambahkan, kualitas penyidik
sudah cukup memadai pada satuan reskrim tindak pidana khusus polres Muara Enim,

dalam hal ini, kualitas yang dimaksud adalah Sumber daya Manusia (SDM) atau penyidik

“ Wawancara dengan Muhammad Firman Akbar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara
Enim, Op.Cit.

47 Wawancara dengan BRIGPOL. Ridho Daryadi, S.H., Penyidik Reskrim Tindak Pidana Khusus
Polres Muara Enim, Op. Cit.
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yang berkompeten dalam hal menangani kasus tindak pidana penambangan batubara
khususnya tentang kasus tindak pidana penambangan batubara tanpa izin ini.*®

Pihak kejaksaan menyatakan bahwa tingkat pendidikan aparat kejaksaan tidak
menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana penambangan batubara tanpa izin ini,
terutama dalam pembuatan surat dakwaan dan tuntutan.”® Penulis juga telah melakukan
wawancara di Pengadilan Negeri Muara Enim, yang bertujuan untuk mengetahui

kendala-kedala dalam penanganan kasus tindak pidana penambangan batubara tanpa. izin

ini. Narasumber yang ditemui oleh penulis menyatakan bahwa dalam hal ini, tidak ada

. kendala internal penegak hukum yang dihadapi Pengadilan Negeri Muara Enim terhadap

penanganan tindak pidana penambangan batubara tanpa izin ini, apabila hakim dapat

B "memegang teguh dan menjalankan kode etik: profesmya maka sudah dapat dlharapkan LT

'-akan lahir haklm yang berkuahtas ba1k dan seg1 akhlak (moral) maupun kemampuan -

mtelektuahtasnya

3. Faktor 'Sarahé atéh Fasi_litas

Penanganan tindak pidaﬁa penambangan batubar.a yang | terjadi di wilayah
kabupaten Muara Enim tentunya tidak berjalan mulus begitu saja. Berdasarkan
wawancara yang dilakukan oleh penulis, temyata masih terdapat kendala-kendala atau
hambatan yang ditemui oleh aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana

tersebut. Kendala atau hambatan yang ditemui oleh pihak kepolisian dalam penanganan

“* Wawancara dengan AKP. Eryadi Yuswanto, S.H, M.H. Kasat Reskrim Kepolisian Resort
Muara Emm Op. Cit.
# Wawancara dengan Mohd. Radyan, S.H., M.H,, Jasksa pada Kejaksaan Negeri Muara Enim,
Op. Cit.
% Wawancara dengan Muhammad Firman Akbar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara
Enim, Op.Cit.
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tindak pidana penambangan batubara di wilayah kabupaten Muara Enim adalah masalah
saréna atau fasilitas kepolisian yang minim sekali, diantaranya yaitu kurangnya alat untuk
transportasi dalam melakukan ﬁatrol, seperti sepeda motor, mobil patrol, alat GPS (alat
untuk menetukan letak suatu daerah). Melihat daerah yang cukup luas dan daerah cukup
sulit unuk ditempuh tentunya untuk menciptakan keamanan 'harus didukung pula dengan

sarana atau fasilitas yang lengkap.”'

4. Faktor Masyarakat
Penambangan batubara di wilayah kabupaten Muara Enim merupakan salah satu

aktifitas masyarakat yang dijadikan sebagai salah satu mata pencaharian selain bercocok

tanani. Penambangan batubara yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten Muara Enim; . '

‘berdasatkan hasfl'waWé}nCaré -ﬂda_n "pengématéh yang dilakukan oleh penulis temyaté T

bényak yang Atic.lak- me:m_pirinyé'i; izile untuk .melakui(én penambangan ‘batubara atéu;g N
membuka- kawasgn hutan unutk penambangan ‘batubarra 'di wilayah Kabupaten, Muafa ’
Enim. Peran MaSyarakét sé;igat péming karena jika'masya_rakat mendukung usaha yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi téxjadinya‘ tindak pidana
penambangan batubara tanpa izin yang terjadi dapat ditekan dan dikurangi jumlahnya,
sehingga kerusakan dan pencemaran lingklmgén yang diakibatkan oleh aktifitas
penambangan tanpa izin tersebut dapat dicr:g_ah.5 2

Kenyataan Yang ada di lapangan sendiri ternyata menunjukkan bahwa partisipasi

masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum unutk menanggulangi tindak pidana

5! Wawancara dengan AKP. Eryadi Yuswanto, S.H, M.H., Kasat Reskrim Kepolisian Resort
Muara Enim, Op. Cit.
52 Wawancara dengan Ir. Kurmin M.si., Kabid Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan

. Energi Kabupaten Muara Enim, Op. Cit.
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penambangan batubara tanpa izin masih kurang. Berdasarkan wawancara yang telah
penulis lakukan dengan salah satu masyarakat yang menjadi penambang batubara tanpa
izin bernama Aprianto menyatﬁkan.bahwa dia bersama masyarakat lainnya yang menjadi
penambang mengakui usaha penambangan batubara ini merupakan usaha yang
menjanjikan keuntungan yang besar dan dalam melakukan kegiatan usaha penambangan
ini modal yang dibutuhkan relatif murah serta alat-alat yang mudah didapatkan sehingga
menurut penambang batubara tanpa izin ini menjadi salah satu mata pencaharian dari
masayarakat yang ada di Muara Enim selain daripada hasil bercocok tanam dan
perkebunan karet. >

Menurut narasumber lajnnya yang juga melakukan kegiatan penambangan

batubara ihi' bernama’ Gunawan menyatakan usaha penambangan batubara yang mereka 4

, lakukan dllakukan d1 tanah m111k1 sendm Walaupun ada usaha penertlban dan

penangkapan yang dllakukan oleh aparat kepolisian, namun usaha tersebut tldak
membenkan pengaruh yang berarti bag1 keglatan penambangan batubara ini, karena '
setelah dilakukan . penertlban _ masyarakat akan kembah mengulangl kegiatan
penambangan batubara lagi. Hal ini disebabkan karena ada kepentingan masyarat itu
sendiri, dimnna komoditi batubara ini merupakan mata pencaharian masyarakat, sehingga
Jjika kegiatan penambangan batubara dihentikan, tentunya masyarakat akan berkurang
mata pencahariannya.”® Kendala atau hambatan inilah yang dihadapi aparat penegak
huknm di fnasyarakat sehingga tindak pidana penambangan batubara tanpa izin ini

mengalami kemajuan.,

* Wawancara dengan Aprianto, penambang batubara di Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul
Kabupaten Muara Enim pada tanggal 19 Juli 2014.

Wawancara dengan Gunawan, penambang batubara di Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul
Kabupaten Muara Enim pada tanggal 19 Juli 2014.
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5. Faktor Kebudayaan Hukum
Faktor kebudayaan dalam sisteﬁ hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai
apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Banyak lapisan-iapisan
masyarakat dengan tingkat kebudayaan dan kesadaran hukum yang rendah dapat
mempengaruhi penegakan hukum, karena terdapat bermacam-macam penafsiran
mengenai makna suatu peraturan perundang-undangan atau hukum.>
~ Faktor budaya yang ada dalam masyarakat juga berperan dalam terjadinya tindak

pidana penambangan batubara dan menjadi salah satu hambatan yang ada dalam proses

penegakan ‘mikum “yang dllakukan Berdasarkan keterangan yang dlkeluarkan Dmas-r
APertambangan dan Energ1 Kabupaten Muara Emm kenyataan yang ada dllapangan
| " sendiri ternyata kesadaran masyarakat untuk mengurus izin dan pengetahuan tentang

’ hukum ternyata masih kurang, dikarenakan. sxkap masyarakat sendiri yang acuh tak acth -

dengan peraturan perundang-undangan yang ada

Menurut para penambang, karena ini memang lahan mereka dan mereka tidak
perlu lagi untuk mengurus izin apapun, sebab lahan atau tanah tersebut sudah secara sah
menjadi kepunyaan mereka. Beberapa dari para penambang batubara tanpa izin tersebut
merasa apabila lahan atau tanah itu adalah kepunyaannya, jadi bahan gahan yang ada
dibawahnya juga dapat dihabiskan begitu saja, padahal telah dijelaskan pada Pasal 8
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentan Keténtuan—Ketentuan Pokok Agraria,

menyatakan bahwa hak milik atas tanah hanya diperuntukkan hanya permukaan bumi

55 Muhamad Erwin dan Amrullah Arfan, Filsafat Hukum, Unsri, Palembang, 2010, him. 59.
%6 Wawancara dengan Ir. Kurmin M.si., Kabid Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten Muara Enim, Op. Cit.
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saja, sehingga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak termasuk hak milik
pihak, artinya batubara yang ada dibawah tanah pemilik lahan merupakan hak milik
Negara, sehingga pemilik lahan atau tanah be;rkewajiban untuk melaporkan ke dinas
terkait bahwa didalam tanah yang mereka miliki terkandung batubara, sehingga pemilik
lahan tersebut wajib mengurus izin untuk mengelolah kekayaan bumi tersebut. Hal ini
yang tidak diketahui masyarakat, sehingga mereka tidak menghiraukan ketentuan-
ketentuan diatas.’’

Tindak pidana penambangan batubara tanpa izin yang terjadi menunjukkan bahwa
masyarakat sendiri ternyata kurang mendukung aparat dalam upaya menegakkan hukum

terhadap tindak penambangan batubara tanpa izin. Penanganan dan pencegahan terhadap

' texjadmya tmdak pidana pertambangan batubara tanpa izin di w11ayah kabupaten Muara oo

'Emm sangat pentmg dllakukan, ]lka keglatan ini d1b1arkan begltu saja dan berlangsung'

terus menerus maka dlpaStlkaIl kondlsl alam dan hngkungan di w11ayah kabupaten Muara 7

| Emm akan semakin rusak dan buruk karena dalam melakukan suatu perbuatan tentunya

aka nada kerusakan dan perubahan struktur alam Oleh karena itu seharusnya masyarakat
yang melakukan kegiatan penambangan batubara tanpa izin ini hendaknya sadar bahwa
jika lingkung‘an dan alam di kabupaten Muara Enim rusak dan tercemar maka yang akan

menderita kerugian adalah masyarakat itu sendiri.

57 Wawancara dengan Ir. Kurmin M.si., Kabid Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten Muara Enim, Op. Cit.




BAB VI

PENUTUP.

A. KESIMPULAN

1.

Proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penambang batubara
tanpa izin yang terjadi di wilayah Kabupaten Muara Enim dilakukan oleh aparat
penegak hukum terkait seperti polisi, jaksa dan hakim serta dinas pertambangan dan

energi kabupaten Muara Enim, aparat penegak hukum tersebut mempunyai tugas dan

wewenang masing-masing dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak

._:'tmdak pldana penambangan batubara d1 wﬂayah Kabupaten Muara Emm dapat .

pidana penambangan batubara tanpa izin ini

Kendala—kendala yang: mempengaruh1 penegakan hukum pidana. terhadap pelaku

dltmjau dari lima faktor yaitu faktor undang—undang, faktor petugas penegak hukum

- . faktor sarana atau fasﬂltas faktor masyarakat dan faktor kebudayaan hukum

B. SARAN

1)

diharapkan kepada aparat penegak hukum terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan dan juga dinas pertambangan dan energi agar dapat bekerjasama dengan
baik dan bertindak secara tegas dan adil agar tindak pidana penambangan batubra

tanpa izin yang terjadi di wilayah kabupaten Muara Enim dapat dikurangi dan

lingkungan alam di wilayah kabupaten Muara Enim juga dapat terjaga kelestariannya.

2)

perlu adanya perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu mengenai penambahan pasal

" mengenai definisi penambangan batubara tanpa izin dan perlu adanya sanksi hukum
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untuk aparatur Negara yang lalai yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya

dengan baik dan benar.




